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A. PENGERTIAN
1.

2.

10.

11

. Auditor Internal merupakan bagian per

PENDAHULUAN

i

Aset adalah semua aktiva tetap milik perusahaan baik yang bergerak maupun tidak
hergerak.

Assessment adalah kegiatan
penilaian dan rekomendasi.

1dent|f|:kasi_, penetaahan, pengkajlan- evaluasi,

sahaan *yang me!aksanakan kegiatan
assurance dan consulting yang independen- dan Objektlf yang: dirancang untuk
membetikan nilai tambah dan meningKatkan kegiatan eperasi perusahaan guna
mermbantu perusahaan untuk mencapai tujuannya.

. Audit Eksternal adalah Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit

atas laporan keuangan untuk memberikan pendapat yang independen dan obyekif
mengenai kewajaran, ketaatan dan kesesuaian laporan keuangan pérusahzan
dengan standar akuntansi keuangan Indon sia dan peraturan perundang -undangan
yang berlaku.

. Corporate Goverriance adalah strukfur dap proses yang dtgunakan oleh PT Patra

Logistik, untuk meningkatkan keberhasﬂan saha dan akuntabilitas; perusahaan guna

. Etika adalah sekumpulan norma atau mlal y

.. Insan PT Patra Logistik (untuk selanjutnya
Logistik”) adalah Dewan Komisaris bes

mewujudkan nilai Pemegang. Saham
memperhatikan  kepentingan
perundangan dan nilai etika.

perusahiaan untuk kepentingan dan tujuan
baik di dalam maupun di luar pengadilan.

kelompok masyarakat sebagai suat_u
berlandaskan peraturan perundang — undan

Komisaris, Komite. Audit, Komite GCG dan
bekerja untuk dan atas nama PT Patra
lingkungan-PT Patra Logistik.

tingkat
dibandingkan dengan rencana kerjanya '-'pa
perusahaan.

stakeholders

alam jangka panjang dengan fetap
lainnya, berlandéskan peraturan

. Direksi adalah organ perusshaan yang berfanggung jawab penuh atas pengurusan

perusahaan serta mewaklll perusahaan

ang tidak tertulis yang §1iy’akini oleh suatu
standar perilaku kelompok. tersebut
han dan etika usaha.

dalam Pedorhan ini disebut “Insan Patra
rta perangkatnya (Sekretariat Dewan
Komite Investasi), Direksi, pekerja yang
| ogistik serta per_sOni:'l yang bekerja di

. Kegiatan Usaha ‘adalah aktivitas. yang dllakukan perusahaah dalam hal ini adalah
-keglatan usaha dibidang Ioglst[k dan suppor
Kinerja adalah gambaran

logistik,

pegcapalan peiaksanaan kegiatanfiugas:

a masa tertentu guna mewu1udkan misi

Kémite Good Corporate Govemance gdalah Komite yang dlbentuk oleh dan

bertanggung jawab kepada Komisaris untuk

L membantu Komlsans&_dalam melakukan
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pembinaan dan pengawasan atas: penerapan prinsip — pnnsm: Good Corporate

Govemnance di perusahaan.

Konfiik. kepentingan (Conflict of !nteres) adalah situasi d:maga :seorang Insan
Patra Logistik yang mendapatkan atau memiliki kekuasaan dan/atau kewenangan
memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atas sétlap penggunaan

kekuasaan dan/atau wewenang yang dlpe
kualitas dan kinerja yang seharusnya

nolehnya sehingga dapat mempengaruhi

Manajemen Risiko berfungsi untuk membantu perusahaan dalam;gmenghlndar_l atau

mengendalikan fisiko, meminimalkan -pojensi kerugian, serta: memaksimalkan

opportunities, mempertahankan: lingkungah kerja: yang kondu%if,_ mehingkafgkan
shareholder value dan tata kelola perusahagn yang sehat, mengantisipasi perubahan
lingkungan yahg pesat dan_dinamis serta mengintegrasikan siratégi korporat untuk

‘mencapai sasaran perusahaan,

Misi-Perseroan merupakan tujuan dan sa
yang mencakup jasa yang diusahakan, sas
meningkatkan kemanfaatan semua pihak te
Organ Pendukung adalah. Manajemen
Pengawasan Interh,-Sekretaris Dewan Kom
Organ Utama adalah Rapat Umum Peme

-dan Direksi.
Pelaporan adalah suatu pertanggung: jawaban. terulis atas pelaksanaan suatu

kegiatan pada periode tertentu baik bersifat

Pemegang Saham Perusahaan adalah
Pemegang Saham Mayoritas dan PT Pa1ra Trading. sebagai F_.?emegang Saham
Minoritas.
Pengadaan Barang / Jasa adalah keglatan pengadaan barang dan jasa yang

diperlukan Perusahaan.

‘Perusahaan adalah PT Patra Logistik.

Pengendalian internal merupakan -suatu

menjadi tanggungjawab manajemen, serta.
yang memadai (reasonable assurance) dalam pencapaian tujuan sjabagai'berikut N
1) Efektifitas-dan efisiensi operasi (effectivepess and efficiency of 5pera_tfon) ;

2) Kehandalan pelaporan keuangan (reabilily of financial reportmg)

3) Menjaga 'keamanan asset (safeguardmg

ran jangka panjang yang ingin dicapai,

ran pasar yang dlh.l_]l.l serta upaya unfuk

kait (stakehofers)

1 orporat Sekretaris Perseroan Satuan

saris, dan Komlte-komlte Komisaris.

Futin maupun non rutin:
PT Pertamina Patra Niaga sebagai

proses -yang harus -i{:lil'aksa_na_'k_an dan
dirancang untuk memberikan keyakinan

bf assets);

4} Kepatuhan terhadap hukim, perundang-undangan, regulasi yang bertaku dan
koritrak (comphance with laws, regulation and contracts)

Rapat Direksi adalah rapat yang diadakar| oleh Direksi dan -dipif‘_n’pin oleh Direktur
Utama atau anggota Direksi yang diberi Iﬁuafa.- :

Rapat Komisaris adalah rapat yang diad
Komisaris Utama atau anggota Komisaris y

ng diberi kuasa.

jang Saham (RUPS), _,Dewan Komisaris’

kan. oleh Komisaris serta dipimpin oleh




PEDOMAN

0“%

FUNGSI - BSD — DIREKTORAT UTAMA

JUDUL : TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG:

BAIK./ CODE OF CORPORATE
GOVERNANCE

V” PATRA LOGISTIK
NOMOR : oozrptiuoo-.owmmm 9
[REVISI KE O B

BERLAKU TMT : 30 DEC 2019

24.

25.

26:

27.

28.

29.

30.

31.

32.

B. LATAR BELAKANG

‘memegang kekuasaan tertinggi

HALAMAN * 3 dari 56

Rapat Umum Pemegang Saham (RU PS) adalah organ -'éerus_ahaan yang

dalam
wewewang yang tidak diserahkan kepada D
Rencana Jangka Panjang Perusahaan

perusahaan dan memegang segala
reksi atau Komisaris. :
(RJPP) adalah dokumen perencanaan

strategis yang mencakup rumusan mengenai sasaran dan tUJuan yang hendak
dicapai oleh perusahaan dalam jangka wakili 5 (lima) tahun. i

Rencana Kerja dan Anggaran Perusah’a_a

rrencana kerja dan anggaran untuk jangké w
Risiko merupakan suatu ketidakpastian per

adalah penjabaran dérl RJPP ke dalam
ktu 1 (satu)-tahun:
stiwa atau. outcome ya"ng bersumber dari

‘Sekretaris Perusahaan/Corporate Secr

-depan suatu organisasi, pandangan tentanc

Imgkungan eksternal maupun internal perusahaan sena berpoten5| mempengaruhi
pencapaian tujuan perusahaan.

ary adalah pejabat ;;perusah'aan yang
diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi sebagai pénghubu'ng (ffagon:
officer) Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dari stakeholders lainnya ‘serta
mengadministrasikan .dokumen penting . pefusahaan. Dalam. hal ; ml adalah Fungsi
Business Support & Development (cq : Cor orate Secretary). :

Stakeholders adalah pihak-pihak yang: memiliki kepentingan dengan perusahaan

‘baik langsung maupun tidak langsung sepetti pemegang sahar, peker]a pelanggan,

pemasok, kreditur, masyarakat di sekitar te pat usaha dan stakeho!derlalnnya

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (u tuk selanjutnya dalam Pedoman ini
disebut Good Corporate Govemance atau “GCG”) adalah pl’lnSIp prinsip yang
mendasari suatu proses dan mekKanisie | pengelolaan Perusahaan berlandaskan

‘peraturan perundang-undangan dan efika bérusaha.

yang saling berhubungan serta mengarahkan dan mengendalikan. perusahaan dalam
pencapaian tujuan melalui penciptaan njlail tambah dan penyelmbang antara risiko
dan manfaat dari teknologi informasi serta pyosesnya.

Visi Perusahaan adalah gambaran yang realistis, nyata dan menank tentang masa
arah dan jalur bisnis grg_ams_as: di masa

Tata Kelola Sistem dan Teknologi Info%]mam adalah suatu struktur dan proses.

yang akan datang.

PT Patra Logistik {(sebelumnya PT Einusa’ Ka.uasa_n Komersial) did_iEikan pada tanggal

30 Agustus 1996 berdasarkan Akta Notaris

No. 268 Tanggal 30 Adustus 1996 oleh

Nyonya Pudji Redjeki Irawati SH, Notari$ di Jakarta dan telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republlk Indonesia pada tanf'ggal_ 29 Met 1997
dengan No. C2-4382.HT.01.01.TH.97 dan telgh diumumkan dalam Berita Acara Rl No.

4202 dan Tambahan Berita Acara Rl No. 43 t

nggal 30 Mei 2003, d_én'gan modal dasar
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sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar| Rupiah) dan modal ditempatkan

Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) de

gan kepemilikan :

4.500 lembar 90%
Kegiatan awal pendirian Perseroan ini bertujua
ini PT Elnusa Tbk.) dibidang non migas salah
Gedung Graha Elnusa.

Pada tahun 1997, melalui Akta No. 128 t
dihadapan Nyonya Pudji Redjeki lrawati SH
kepemilikan saham, menjadi sebagai berikut :

PT Elnusa Thk

n menunjang kegiatan holding (dalam hal
satunya mengelola Kawasan Komersial

anggal 14 Agustus 1997 yang dibuat
, Notaris di Jakarta terjadi perubahan

Pemegang Saham

Lama

4.500 lembar 90%
Dengan kegiatan utama
penjualan/pembelian lahan,
pengelolaan depot BBM.

pengelolaan
membangun d

PT Elnu=a Thk

dan penyewaan ruang kantor,
an  mendirikan perkantoran dan jasa

Tahun 2005 PT Elnusa Kawasan Komersial berubah nama menjadi PT Patra Logistik

berdasarkan Akta No.10 tanggal 8 Septembe

r 2005 yang dibuat dihadapan Ny. Pudiji

Rejeki Irawati SH, notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indor
dengan bidang usaha masih dalam bisnis pe
serta Jasa Pengelolaan Depot BBM.

Tahun 2009 Perseroan beku beroperasi yan
bisnis, PHK terhadap karyawan dan penyelesa

esia Nomor C-26240 HT.01.04.TH.2005,
ngelolaan dan penyewaan ruang kantor

g ditandai dengan pembekuan kegiatan
an pajak.

Tahun 2012 terjadi perubahan susunan Direksi berdasarkan Akta No. 05 tanggal 19

Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Dr. H
yang telah mendapatkan persetujuan dari M
Republik Indonesia nomor AHU-01104181
perubahan Direksi tersebut maka PT Patra Log

Imy Panuh S.H,M.kn Notaris di Jakarta
enteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tanggal 26 November 2012, dengan
istik melakukan kegiatan bisnis kembali.
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Pada tahun 2013, berdasarkan Akta No. 07 tanggal 21 Mei 2013 yang dibuat dihadapan
Arminawan SH Notaris di Jakarta yang telah| mendapatkan persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-27402
tanggal 05 Juli 2013, kepemilikan saham PT Patra Logistk mengalami perubahan
dimana saham yang sebelumnya dimiliki YDP Elnusa dibeli oleh PT Patra Trading,
sehingga kepemilikan Perusahaan menjadi:

4,500 lembar 90% PT Patra Niaga

Pada tahun 2016 berdasarkan Akta No. 21 tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat dihadapan
Dewi Tenty Septi Artiany SH,MH,M.kn Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-0011323.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 adanya penambahan
lingkup usaha yaitu menjalankan usaha dalam industri Pengolahan Pelumas. Lingkup
usaha PT Patra Logistik meliputi:

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pemanfaatan lahan dan bangunan
Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasg.
Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum.
Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pelgo[ahan Depot BBM.
Menjalankan usaha-usaha dalam industri pengolahan Pelumas.
Menjalankan usaha-usaha dalam bidang hasil tambang.

Qo hwhN =

B8

Sejak awal pendiriannya, Perseroan tela
penajaman cakupan usaha namun tetap dala
Support Services lainnya yang utamanya gu
Group.

Sejalan dengan makin berkembangnya Peru
sejak tahun 2017 PT Patra Logistik memant
Logistik dan berangsur meninggalkan kegiatan
Struktur Kepemilikan Saham serta Permodalan Perseroan saat ini dimiliki oleh PT
Pertamina Patra Niaga sebagai Pemegang Saham mayoritas sebesar 90% dari total
saham dan PT Patra Trading sebesar 10% dari total saham.

beberapa kali menjalankan proses
kegiatan Trading, Services dan kegiatan
menunjang kegiatan bisnis Pertamina

5

ahaan dan arahan Pemegang Saham,
pkan peranannya sebagai Perusahaan
rading.

B8

t

D =

Sejalan dengan fokus perusahaan, maka dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir
PT Patra Logistik telah menjalankan serangkaian kegiatan restrukturisasi dalam tubuh
perusahaan untuk dapat menciptakan sebuah organisasi yang solid dan dapat
memberikan nilai tambah kepada stakeholder. Kondisi tersebut melahirkan komitmen
pada PT Patra Logistik untuk menerapkan prinsip—prinsip Good Corporate Governance

S e
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{GCG) sebagai landasan kegiatan operaszonal
merupakan hal mutlak dan prioritas utama bagl

diaplikasikan dalam seluruh aktivitas bisnis p_erL
PT Patra: Logistik

Pengembangan GCG di _
sistematis, dimulai dengan membangun infras

‘Governance (COCG) dan Gode of Conduct (CO

. TUJUAN DAN SISTEMATIKA

Tujuan Pedoman Tata Kelola Perusahaan ad
‘seluruh organ perusahaan dalam menerapkan
Pedoman ini terdiri atas 5 (lima) bagian yaitu :

- 6 dari 5_6

perusahaan, untuk itu penerapan GCG
manajemen untuk segera dibangun dan
sahaan. ;

dilaksanakan secara bertahap dan
fuktur GCG berupa Code of Corporate
C).

lah sebagai naskah acuan utama bagi

Eraktlk praktik GCG,

+ Bagian| . Pendahuluan

e Bagianll : Struktur Corporate Governance

« Bagian Ill : Proses Corporate Gove’rhan}e_

e Bagian'lV :Pengelolaan Huburigan dengan Stakeholders
¢ BagianV :Penutupan.

. TUJUAN PENERAPAN GOOD CORPORATE
Penerapan prinsip—prinsip GCG akan menihgk
meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang
Tu;uan penerapan GCG adalah : '

1. Memaksimalkan nilai
transparansi (transparency),
(responsibiiity), kemandirian
pelaksanaan kegiatan perusahaan;

akuntabllttas

didasarkan pada nilai ‘moral yang tmgg
perundang-undangan yang berlaku; :
4. Terlaksananya tanggung jawab sosial perus

5.

Keberhasilan perusahaan dalam menerapka

perusahaa dengc

. Terlaksananya pengelolaan perusahaan sec
Terciptanya  pengambilan keputusan olgh- seluruh organ perusahaan yang

5OVERNANCE (GCG)
btkan citra dan klnerja perusahaan serta
saham. .

n cara meningkatkén. prinsi_p‘-p_r-.i'nsip
(accountability), pertanggungjawahan

{(independente) dan kewajaran (fa:mess) dalam

bira profesional dan ma‘hdrrl
dan kepatuhan. terhadap petaturan

haan terhadap_:stakehpfders;

5
Meningkatkan ikiim investasi nasional yang ITondusif, kh‘ususnyadizj)idang logistik:

N Good Corporate Gév_ernance (GCG)

sangat tergantung pada komitmen dari pimpin n tertinggi peru_sahaaﬁ_i yang diikuti oleh

seluruh insan pekerja dan didukung oleh Komisaris. Cade of Corporate Governance ini

merupakan langkah awal dalam
acuan/norma/panduan bagi pelaksanaan prak
(GCG) di lingkungan PT Patra Logistik. '

i

': ran

gka menerapkan GCG  sebagai
tik-praktik Good Corporate Govemance
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E. PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOWRNAN’CE (GeG) |
-Prinsip-prinsip GCG adalah:

1.

Transparansi{ Transparency)

b

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan

dalam mengemukakan informasi materiil dat]
. Akuntabilitas (Accountability). :
Kejelasan

fungsi;

pelaksaniaan  dan’ g
pengelolaan perusahaan terlaksana secara Sfektif
. Pertanggungjawaban (Resporisibility) -

relevan mengenai perusahaan;
§

ertanggungjawaban Organ sehingga

Kesesuaian didalam pengelolaan perUsa,haan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip- prms[p kprporasi yang sehat; :

. Kemandirian {{ndependence)

Keadaan dimana perusahaan dikelola

kepentingan dan pengaruh [ tekanan dari p

peraturan perundang-undangan yang berl

‘sehat;
. Kewajaran (Fairness)

Keadilan dan kesetaraan dalam memen
berdasarkan perjanjian dan peraturan perun

. VISI DAN Misl

Visi Perseroan :
Menjadi pemasar Produk Jasa, Energi, Petr:;kim_ia,. serta Pengelolaan Logistik dan

Distribusi yang mampu bersaing di pasar globa)..

Misi Perseroan ;
Mendukung usaha PT Pertamina Group khususnya PT. Pertamina Patra Niaga dan

a.

‘mengembangkan

jasa lainnya dalam

secara profesmna[ tanpa benturan
hak manapun yang tldak sesuai dengan
hku dan prinsip- pl’lnSI_p korporasi yang

ihi hak-hak stakehoiders. yang fimbul
Hang-undangan -yang:_ljbrl'aku,

memberikan  kontribusi  profit  kepada

PT Pertamina Patra Niaga serta penlngkatam kesejahteraan karyawan

Meningkatkan usaha pengelolaan: I_ogts__tlk

berkesinambungan di tingkat global dengan;

_yang profesional, mqng_untUng_’kan dan
berfokus pada kepuasan pelanggan
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G. TATA NILAI PERUSAHAAN

i

Sebagai. penjabaran atas visi dan misi tersebu’t ‘perusahaan men’érapkan' tata nilai

sebagai berikut :
Service Excellence

Integrity

Profit Oriented

Personel Improvement

berkomitmen untuk memberikan Iayanan terbaik kepada
pelanggan
menjunjung tindgi nifai kejujuran dan menghmdarl

‘benturan kepenﬁlngan serta tidak meno!eransu praktik

gratifikasi _
berkomitmen ‘menjalankan usaha seca{ra efektif dengan
tujuan pada keuritungan Perusahaan °

terus — menerug meningkatkan Sumber Daya Manusia

urituk mendukung bisnis Perusahaan
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BAB Il

STRUKTUR CORPORATE|GOVERNANCE

A. ORGAN UTAMA
1. PEMEGANG SAHAM / RAPAT UMUM PEM
RUPS terdiri atas:

i

EGANG SAHAM (RUPS)

a. RUPS Luar Biasa untuk mengesahkan Rencana Kerje: dan Angé‘aran Perusahaan

(RKAP) diselenggarakan secara sirkuler.
b. RUPS Tahunan untik mengesahkary Lap

bran Tahunan dan Perhltungan Tahunan

-diseienggarakan setelah tahun buku. berakhir;
¢. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apablia diperlukan oleh
Pemegang Saham atau atas usulan Dewah Komisaris.dan/atau Dlrek3|

1.1 Wewenang RUPS
Weawenang RUPS adalah :
1) Menyetujui atau menolak Rencana J
Rencana Kerja dan Anggaran Perusah

'2) Menetapkan perhitungan aiokasi laba p

a) Laba yang ditahan dan cadangan;.
b} Deviden kepada Pemegang Saham;

©) Tantiem Direksi dan Dewan Komtsaﬁis.

3) Mengangkat dan memberhentikan Dire

4) Menetapkan target Kinerja masing-mas

5} Melakukan penilaian kinerja .s'ecarai ko
Dewan Komisaris; :

ngka Panjang Perusahaan (RJPP) dan
an (RKAPY); i
arusahaan untuk

kKsi dan Dewan Komlsarls
ng Direksi dan Dewan Komlsarls
ektif maupun masung-masmg Direksi dan

6) Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit keuangan atas laporan

keuangan,;
7) Menetapkan remunerasi Dewan Kor_ms
8) Menetapkan kebjjakan mengenai kemu
terkait dengan Dewan Komisaris;

afis dan Direksi; _
ngkinan adanya konﬂlk kepentlngan yang

9) Menetapkan jumlah maksimum Jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap

oleh seorang Komisaris;

10) Menetapkan jumlah maksimumt jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap

Direksi pada Anak Perusahaan;

11) Wewenahg lainnya sebaga:mana diatur: dalam Anggaran Dasar/peraturan-

perundang-undangan seria bentuk
dituangkan melalui meknisme RUPS:

1.2 Hak Pemegang Saham
Hak-hak Pemegang Saham adalah :

pelaksanaan kewe:nang_a_n tersebut

1) Menghadiri RUPS dan memb'erikan:.-suara '-padaRUPS;
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2) Memperoleh informasi material (fer asuk hak bertanya) baik dari Dewan
Komisaris maupun Direksi mengénai keuangan atau hal hal lain  yang
menyangkut Perusahaan secara lengkap, tepat waktu dan teratur

3) Memperoleh pembagian laba Perusahaan (deviden); :

4) Menyelenggarakan RUPS dalam hal
dalam menyelenggarakan RUPS t
penyelenggaraan’ RUPS Luar Biasa f__bllc

5) Pemegang Saham dapat juga mengam
dengan syarat semua Pemegang sah
tertulis dengan menandatangani usuil yi

2. DEWAN KOMISARIS
21 Keanggotaan dan Komposisi
Keanggotaan dan komposisi Dewan Komi
1) Jumlah anggeta Dewan Komisaris Pe
paling sedikit 1 (satu) orang dengan
Komisaris Utama:
2) Bebas dari benturan kepentingan dan
dapat menghalangi atau

PT Patra Logistik;

3) Anggota Dewan Komisaris diangkat da
jabatan Dewan Komisaris ditetapkan 3
untuk 1 (satu) kali masa jabatan, tar
untuk memberhentikan sewakiu-waktu.

Kualifikasi Personil :
Anggota Dewan Komisaris harus memenu
1) Memiliki fntegntas dedikasi, itikad ba:k
2} Memahami masalah- -masalah manajen'
3) Memiliki keahlian dan pengetahuan yari
4) Dapat menyediakan waktu yang cukup
5) Mampu melaksanakan perbuatan huku
menjadi anggota Direksi atau Dewan
:menyebabkan suatu Perusahaan p‘éilﬁ
iindak pidana: yang. merugikan keuan
tahun sebelum pengangkatannya;
6) Antara para anggota Dewan Komisar,
dengan -ahggota Direksi dilarang men
derajat ketiga, baik menurut garis: lur]

2.2

hubungan semenda {menantu-atau |pan)

mengganggu
beérsangkutan untuk. beértindak atay berpikir

Direksi dan/atau Dewan Komisaris [alai
bhunan -dan sewaktu-waktu meminta
dipandang perlu; :

bil keputusan yang menglkat diluar RUPS
m dengan hak suara menyetu;m secara
ng bersangkutan.

aris adalah sebagai. befrikut :
eroan ditetapkan oleh RUPS, terdiri atas
seorang diantaranya diangkat sebagai

aktivitas ‘bisnis atau hl;bungan lain yang
kemampuan  Komisaris yang
secara bebas di lingkup

h diberhentikan oleh RUF'S dengan masa
{tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
pa mengurangi hak Ffeme_gang Saham

hi kualifikasi personil séb'agai berikut .
dan rasa tanggung jawab

en Perusahaan;

g memadai di bidang usaha Perusahaan;
untuk melaksanakan tugasnya_

m dan tidak pernah dinyatakan pailit atau
Lomisaris yang dinyata_[(an bersalah yang
atau pernah dihukum karena melakukan
jan negara dalam kirun waktu 5 (lima)

s dan antara -ajnggOt_aéﬁDewan Komisaris
niliki hubungan keluarga sampai dengan
s maupun garis ke sampmg, termasuk
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7) Tidak mewakili kepentingan partai polit
dan/atau calen/ anggota legislatif);

8) Tidak sedang menduduki jabatan: y3
undangan dilarang unituk dlrangkap
Perusahaan. :

2.3 Tugas, Tanggung Jawab dan Kewapban
1) Dewan Komisaris bertugas :
a) Mengawasi dan memberikan nasﬁ

k tertentu (bukan _p_engfuru_s partai politik

ng berdasarkan perafura'n perundang-
dengan jabatan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris

at kepada Direksi --déia'm menjalankan

E

kegiatan Perusahaarn; :
b) Mengawasi pelaksanaan: Rencana J

ngka Panjang Perusahaan (RJPP) seria

Rencana Kérja: dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
¢) Memantau dan mengevaluasi kinerjd Direksi;
d) Memberikan masukan dan arahan terhadap pembangunan dan pemanfaatan

teknologi informasi;

&) Mengawasi pelaksafiaan manajemen risiko; ;
f) Mengawasi efektivitas penerapan goo corporate governance

g) Memantau kepatuhan perusahaan
perundang-undangan yang berlaku
2) Dewan Komisaris bertanggung jawab':

erhadap anggaran dasar dan peraturan

ay Mengusu[kan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau

pelaksanaan tugas Auditor Eksternal;

b) Menyusun pembagian tugas di. ar
dengan keahlian dan 'pe_'ng_aiaman m

¢) Menyusun program kerja dan target
‘mekanisme review terhadap kinerja

d} Menyusun mekanisme penyampalar
stakeholders,

g) Mempertanggungjawabkan. pe!aksa
RUPS.

3) Dewan Komisaris.berkewajiban :

tara anggota Dewan i;gKornisa_r.is sesuai
asing-masing anggota Dewan Komisaris;
kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta
Dewan Komisaris; 'f

informasi dari- Dewan Komisans kepada

naan tugas Dewan l_?g(omisaris- kepada

a) Memberikan pendapat dan. saran

ecara tertulis kepada;} RUPS mengenai

‘Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja ‘dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) yang]diusulkan Dlrek31

b) Memberikan pendapat kepada RU

mengenai masalah étrategls atau yang

dianggap penting,- termasuk pendapat mengenai ke]ayakan visi dan misi

Perusahaan,;

c) Meneliti dan menelaah laporan berP
- Direksi, termasuk laporan hasil EI_E__.IdIt
d) Menandatangani RJPP, RKAP dan |
e} Melaporkan dengan segera kep

tala dan laporan'-tahun:an yang disiapkan
internal dan audit eksternal,

Bporan tahunan;

pda RUPS tentang . terjadmya gejala
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menurunnya kinerja Pe‘rusaha’aﬁ maupun kejadian {uar ':i)iasa yang dapat

mempengaruhi kinerja perusahaan;
fyMembuat risalah rapat Dewan Komis

ris sérta menyimpan salinannya;

@) Memberikan laporan tentang tugas engawasan yang 1e|ah dilakukan-selama
tahun buku yang baru larmpau kepa a RUPS; :
h) Menginformasikan kepemilikan sghamnya dan/atau. keluarganya pada

perusahaan maupun perusahaan ai

2.4 Hak dan Wewenang Dewan K‘omisar_is"_
Dewan Komisaris. mempunyai hak dan wel
1) Berhak memperoleh akses mengenal

nya yang dlsampalkan dalam RUPS.

venang sebagai b_erik_uf H
Perusahaan dan mérﬁ'peroieh informasi

secara berkala, tepat wakiu, dan lengkap sesuai denhgan ketentuan Anggaran

Dasar dan peraturan perundang-undan

2) Berhak bertanya kepada Direksi
Perusahaan dan meminta kepada Dir

untuk memperoleh p'enjelasan'tentahg

3) Berhak membentuk Komite-komite lain
pelaksanaan tugasnya jika dlanggap P

Perusahaan;

4) Berhak mengusulkan. calon-calon angg

‘Saham;
5) Berhak mendapat bantuan tenaga
melaksanakan tugasnya;

6) Berwenang untuk mengambil keputus

Komisaris dengan persetujuan selurith

3. DIREKSI
3.1 Keanggotaan dan Komposisi
Keanggotaan dan Komposisi Direksi adal

h
1) Jumlah Direksi paling sedikit 1 _(s___atj)

kebutuhan, tingkat kompleksitas, dan
Direksi. terdiri atas lebih dari 1 (s

han yang berlaku;

nengenai pengurusan kegiatan usaha
sksi enghadiri rapat ___Dewan Komisaris
kondisi Perusahaan;

hya selain Komite Audit untuk membantu
eriu dengan 'memperhétikan kemampuan

ota Direksi yang baru Eepada Pemegang
apabila id_ip'erlukan dalam

profesional,

an didalam maupun d:_ifluar-'rapat- Dewan
anggota Dewan Komisaris.

sebagai berikut :
orang dan dapat dlsesualkan dengan
encana strategis Perusahaan dalam hal

antaranya; diangkat menjadi Direktur Utama;

2) Komposisi Direksi merupakan pe__rp_ad
pengetahuan dan pengalaman ‘ya

memungkinkan dilakukannya proses s

dan segera;

;ﬁu) orang ariggota Dlrek3| seorang di
bl

an profeStonaI profesmna[ yang memiliki
hg dibutuhkan Peru:sahaan sehlng_g_a
engambilan putisan yéng- efektif, efisien

3) Komposisi pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direk3| ditetapkan

oleh RUPS;
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4) Anggota Direksi diangkat dan dlberhennkan oleh RUPS, dengan masa jabatan 3

{tiga) tahun dan dapat:diangkat kem_bal
tidak mengurangi hak Pemegang Sah
waktu. :

Kuahﬂkam Personll

unttk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan
am untuk memberhenykannya sewakiu-

i

Direksi yang diangkat adalah orang — oran
1) Memiliki keahlian, integritas, kepeml

g yang memiliki kriteria sebagai berikut:
pinan, pengalaman, j’ijjur dan perilaku

yang baik serta dedikasi tlnggl urituk - memajukan dan mengembangkan

Perusahaan;

2) Mampu melaksanakan perbuatan huk m dan tidak pernah dlnyatakan pailit atau
menjadi- anggota Direksi atau. Dewan Komisaris yang dlnyatakan bersalah.yang
menyebabkan suatu Perusahaan dmya akan pailit; ;

3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak p1dana yang merugikan

keuarigan negara dalam kurun waktu.5
4) Tidak ada hubungan keluarga ‘sedar
menurut ‘garis. lurus maupun  garis
{menantu/ipar) dengan Anggota Dxreks
Komisaris yang lair;
8) Tidak mewakili kepentingan partal poll
dan/atau calon/ anggota legisfatif); _
6) Tidak sedang menduduki jabatan ¥

kepentingan dengan Perusahaan ataj

teipilih sebagai anggota Direksi F’erijs

(lima} tahun sebelum F!_engangkatannya

bh sampai dengan derajat. kefiga, baik
késamping atau hubungan semenda
lainnya maupun dengan Anggota Dewan

tik tertentu (bukan peni:]uru_s part'ai politik-

ang berpotensi meniFn’bulkan benturan
bersedia untuk mengundurkan diri jika,
haan. -

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajlban Direksi

1) Direksi bertugas :
a) Memimpin dan mengurus F’erusaha
Perusahaan;

an sesuai dengan kepé;‘ztingan dan tujuan

b) Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan

2) Direksi bertanggung jawab
a) Memenuhi-seluruh aspek, baik aspg
meneritukan pencapaian misidan tuj

b} Mewujudkan pelaksanaan RJPP ¢
keuangan dan non keuangan; :

¢} Melaksanakan manajemen’ risiko;

d) Memban_gun dan memanfaatkan._te_k

e) Menindaklanjuti temuan-temuan Al

Lditor” internal
serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris;

k keuangan maupun npn keuangan untuk

juan Perusahaan;
lan RKAP, termasuk pencapalan target

nologi informasi;:

dan -?XUditor' Eksternal
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f) Melaporkan informasi- mformam ya

antara lain mengenai program pen

g relevan kepada D;'ewan Komisaris,
embangan SDM,- pertanggung jawaban

manajeémen resiko, pelaksanaan KBLL dan kinerja pemanfaatan teknologi

informasi;
g) Menyelenggarakan RUPS dan mem

h) Memperhatikan kepentingan stakeh:

peraturan perundang-undangan yan

i) Setiap anggota Diréksi waijib denga

uat Risalah RUPS; :

biders sesuai dengan nllal-m[a! etika dan
g beriaku;

h itikad baik dan penuh tanggung jawab

menjalankan tugas. untuk kepentmgem dan usaha perusahaan

) Tindakan yang dilakukan oleh angd
rapat Direksi menjadi tanggung. ja

dengan tindakan dimaksud disétujui
3) Direksi berkewajiban :

a) Menyiapkan Rencana Jangka Panjg

ota Direksi diluar- yang dipuiuskan oleh
wvah pribadi yang bersangkutan sampai
bleh rapat Direksi.

ng. Perusahaan (R.JPP) yang merupakan

Tencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak

dicapai dalam jangka waktu & (tima)
b) Menyiapkan Rencana Kerja dan

tahun;
Anggaran Perusahaan (RKAP), dan

menyampalkan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan menyampaikan

kepada RUPS untuk-mendapat peng

¢) Menyusun dan mengimplementasi

esahan;

n sistem akuntansi yang sesuai dengan

k
‘standar akuntansi keuangan: tetmjsuk pembukuan dan __:_:admlmstraSI yang

didasarkan afas pengendalian intern

d) Memberikan pertanggung jawaban

dan jalannya. Perusahaan dalam I

RUPS;
8) Menetapkan struktur organisasi ter

al yang handal,
dan segala keterangan tentang keadaan
entuk laporan Iamn_ya:_\_ jika diminta oleh

suk rincian 1ugasnya;§f

f) Menyampaikart Laporan Tahunan kepada RUPS yang t_je;élah dilelaah oleh

Dewan Komisaris untuk mendapat
g) Menjalankan kewajiban [aannya

rnfastk incian
'1rsetUjuan RUPS;

suai ketentuan Anggaran Dasar dan

ketetapan RUPS berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;

H) Menyelenggarakan dan menyimpa
Khusus sesuai dengan. Ketentuar
beriaku. :

3.4 Hak dan Wewenang Direksi
1) Menetapkan kebijakan-kebijakan berlt

n Dafiar Pemegang $aham dan Daitar
) peraturan perundang-undahgan yang

[aitan  dengan pengelalaan Pernisahaan,

termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan
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2) Mengangkat dan memberhentlkan
Perusahaan dan peraturan perunda
ketenagakerjaan; :

pekerja 'be"rdasarkan:;‘% aturan internal

hg-undangan yang b'iarl'a'kui di bidang

3) Mengangkat seseoranglkuasanya unluk melakukan perbuatan tertenty atas

fanggung ]awabnya
4) Mengangkat seorang-Sekretaris Perus
5) Menjalankan tindakan-tindakan Iamn
kepemilikan kekayaan Perseroan sesu
RUPS sesuai peraturan perundang - ul
6) Mengatur masalah pendelegasian w
mewakili Perusahaan di dalam dan di |
7) Direktur Utama berhak dan berwenanc
serta mewakili Perusahaan dengan. k
dimaksud telah disetujui oleh rapat Di
berhalangan maka salah seorang Dir;

berwenang bertindak atas nama Direks;

B. ORGAN PENDUKUNG
1. SEKRETARIS. PERUSAHAAN
1.1 Kedudukan dan Kualifikasi

haan; :
. baik mengenai pengurusan maupun
P de_ngan ketentuan Anggaran Dasar dan
dangan yang berlaku; -

enanhg/pemberian kuasa Direksi -untuk
ar pengadllan

bertindak- untuk dan atas nama’ Direksi,
tentuan semua tmdakan Direkiur Utama
eksi, jika DireKtur Utama- tidak ada atau
b ictur yang ditunjuk oleh Direkiur Utama

1

1) Sekretaris Perugahaan diangkat dan diberhentikan oleh. Dlrektur Utama melalui

mekanisme internal perusahaan ‘ser
Direktur Utama;

a bertanggung Jawab Iangsung kepada

2) Sekretaris Perusahaan harus: memll
yang memadai agar dapat melaksana

1.2 Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
Fungsi :

1) Penghubung (Waison officer) antaia

Pemegang Saham dan sfakehoide
berkomunikasi dengan masyarakat, Is
berkaitan dengan pefusahaan;

2) Sebagai koordinator atas kepatuh
pelaporan dan kofmunikas;

ki kualifikasi akadernls dan kompetensi
an tugas dan tanggung jawabnya,

ekretaris Perusahaan

Direksi dengan Dewan Komisaris,
rs serta ‘mewakili perusahaan dalam
sgulator, lembaga atau aSOSIBSI lain yang

an  pada bidang huKum‘, administrasi,

3) Sebagai administraitor yang mengelola dokumen tertentu perusahaan

Tugas dan Tanggung Jawab :
1) Berkaitan dengan Pemegang Saham
a) Melakukan koordinasi perencanac
‘maupun luar biasa;

in -.dan .penyelenggaraén RUPS tahunan

b} Melakukan koordinasi terkait bahan-bahan laporan untuk RUPS

c) Menyiapkan daiftar Pemegang Sahs
d) Menyiapkan daftar Khusus F’.emeg

ar perseroan;.
ang Saham.
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2) Berkaitan dengan kepatuhan terhadap

perundang-undangan

‘a) Memastikan bahwa Perusahaan

emeénuhi ketentuan teﬁta’ng persyaratan

keterbukaan dan pengungkapan yang berlaku dalam Iaporan tahunan;
k) Melakukan kajian atas perubahan dan perkembangan- peraturan perundang-

undangan yang berpengaruh

menganalisi dampaknya terhadap
c) Membetikan masukan dan lapora

atas hasil analisis perkembangan p

d) Memastikan kepatuhan atas pelaks

lingkungan perusahaan.

ada bidang usaha F’erusahaan dan
erusahaan; i

n kepada Direksi dan’ Dewan Komisaris
araturan peru ndang-undangan tersebut;
sanaan Good Comorqte Governance di

3) Berkaitan dengan Fungsi Kesekretarigtan :

a) Mengkoordinasikan rapat Direksi, |
' Komisaris;

b) Mempersiapkan undangan; jadwal,
¢) Mendokumentasikan risalah rapat
Dewan Komisaris atau Direksi;

d) Mendokumentasikan segala jenis

Direksi di Perusahaan;

) Mengirimkan laporan-laporan. -y

perundang- undangan yang berlaky.

4) Berkaitan dengan Stakeholders .
a) Mewakili Perusahaan dalam berk

seria rapat gabungan Dlrek51 dan Dewan

agenda, materi dan r:s?tah- rapat;.
Han menyediakannya bila diperlukan oleh

kebifakan, keputusan?dan surat edaran

ang  dipersyaratkan oleh peraturan

bmunikasi dengan plhak-plhak lain yang

memiliki kepentingan terhadap pergisahaan;

b) Menyeleksi jenis-jenis informasi
diedarkan di-internal dan eksternai
¢} Memberikan pelayanan kepada

yang relevan untuk dlpubllka5|kan atau
perusahaan; :
masyarakat dan plhak lain atas. setiap

permintaan informasi yang berkait

n
d) Merencanakan dan melaksane’ikai

pihak eksternal yang bertujuan unt
e) Mengelola dan  memutakhirkan
disampaikan baik dalam website, b

2. INTERNAL AUDIT
2.1 Kedudukan dan Kualifikasi
1) Internal Audit mempunyai kedudukan

dengan kondisi p_er_uqahaan

kegiatan perusahaan yang melibatkan

1k membentuk citra (_irniage)_perusahaan;
informasi  tentang perusahaan yang

uletin atau media informasi lainnya.

langsung di bawah D'i_r;éktur Utama unfuk

menjamin independensinya dari kegiatan atau unit kerja 'yan_tj' diaudit;

2) Manager Internal Audit -harus memi
yang memadai agar dapat melaksana

li(ki kualifikasi. akademis dan kompetensi

an tugas dan tanggung jawabnya;
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fanager Internal Audit yang diangkat dan
na  berdasarkan mekanismie

internal

!

wudit

2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Internal 4
Internal Audit. mempunyai tugas dan tan
1) Menyusun dan melaksanakan renca
Tahunan berdasarkan pricritas. risiko

2} Menguji. dan mengevaluasi pelaks:
manajemen risiko. sesuai dengan Keb
3) Memberikan saran perbaikan dan infg
diperiksa pada semua tingkat manajg

gung jawab. sebagai berlkut

@ dan anggaran Aktwntas Audit- Internal
esuai dengan tujuan perusahaan

yaan pengenidalian infernal dan sistem

jakan perusahaan;
rmasi yang objekiif tentang kegiatan yang
men, serta membuat laporan tertulis hasil

audit setiap bulan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utaima:

dan Dewan Komisaris (jika diperiukan
4) Memantau, menganalisa dan melapd
yang telah disarankan;
5) Bekefja sama dan berkomunikasi
menyusun program untuk mengev.;
dilakukan;

)

rkan pelaksanaan ti'njd?k lanjut perbaikan

langsung denigan Komite Audit untuk

juasi mutu kegiatan éudit internal yang

8) Melakukan pemeriksaan khusus apalmla diperiukan (whlstleblowmg)

7)-Memastikan rencana audit ditakukan
audit internal yang berlaku;

dengan benar sesuai dengan standarisasi

8) Memastikan seluruh proses audit dilakukan secara s:stematls obyektif dan

-akurat sebagai acuan dasar organ
yang menyeluruh. '

3. SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS:

sasi uniuk melakukan perbaikan sistem

3:1 ‘Sekretariat Dewan Komisaris dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada

Dewan Komisaris. guha membaniu

kesekretariatan : '

‘a) pelaksanaan peran sebagai penghut
Pemegang Saham; '

b) penyiapan undangan rapat dan
Komisaris;

c) pendokumentasian surat-surat;

d) penyusunan notulen rapat;

&) pengumpulan data atau mformas:
Dewan Komisaris.

Dewan -Komisaris dl:_;_ bidang kegiatan
ung antara Dewan Kbénisaris, Direksi dan

penyiapan .bahan-baiznan rapat Dewan

hang relevan dengan fpelaksanaan. tugas’

3.2 Sekretariat Dewan Komisaris dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas. dan’

jumlah-staf yang sesuai dengan kebutu

al.



PEDOMAN

Qﬁ;@ PATRA LOGISTIK

FUNGSI: BSD — DIREKTORAT UTAMA

JUDUL : TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG
BAIK { CODE OF CORPORATE
GOVERNANCE

NOMOR : 002/PLO00-010/A/2019
REVISIKE 0 |

BERLAKU TMT : 30 DEC 2019
HALAMAN - 18 daii 56

4. KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

4.1 Komposisi dan Keanggotaan
1) Dewan Komisaris dapat membentuk
Deéwan Komiisaris ‘dengan terlebih
persetujuan dari Pemegang Saham;
2) Komite GCG adalah komite yang dibe

Komite GCG sesual’ t;:ieng__a_n kebutuhan
dahulu meminta {jin dan mendapat

ntuk oleh. Dewan- Komi%ari's yang bekerja

~ secara kolektif datam rangka membantu pelaksanaan tugas- dan fungsi Dewan

Komisaris;

!

3) Anggota Komiite GCG diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan

dilaporkan kepada RUPS;
4) Anggota Komite GCG harus memenul
a) Memiliki integritas dan dedikasi
pengetahuan dan  pengalaman,
tugasnya;
b) Memiiliki komitmen bekerja sunggt

ni persyaratan sebagali ,_b'e'ri'kut :
yang tinggi, menguasai ketrampilan,
yang diperlukan untuk pelaksanaan

h-sungguh dan menyédiakan waktu dan

tenaga yang diperlukan untuk pela

sanaan tugasnya,

¢} Memiliki pengetabuan dan pemahaman -yang memadal' dalam peraturan
‘perundang-undangan yang berkengaan dengan Perusahaan

d) Mampu berkomunikasi dengan S
.dengan unit’ orgamsam Perusahaa
GCG;

&) Bukan mantan pejabat datam Peru
terakhir;

fi Tidak memiliki kepentingan/ketert
dampak ne_gafi_f'dan konflik kepenti

g) Tidak merangkap pekérjaan Komdi

GCG di perusahaan lainnya;

h) Memberikan pernyataan tertulis un
‘GCG dalam melaksanakan tugasn

5) Anggota Komite diangkat dan diber

sama Ahggota dan. membangun jejaring
hyang terkait dengan _penerapan praktek

sahaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

aitan pribadi yang. dapat menimbulkan
hgan terhadap Perusah’;lan;:
it Audit Perusahaan i;{;d_an atau Komite

tuk bekerja sesuai deni:;an prinsip-prinsip
ya sebagai Anggota Ko_fnite GCG.
hentikan oleh Dewan Komisaris dengan

masa kerja 1 (satu) tahun yang: daPat dlperpanjang masa keanggotaannya
dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentlkannya

sewakfu-wakiu,

4.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab Komite GC¢

1) Memantau peélaksanaan dan mengex

penerapan GCG untuk memastikan

Dewan Komisaris dan Direksi, dan o

yakni Sekretaris Perusahaan, Sekret
Komite Dewan Komisaris lainnya;

S adalah sebagai berikut :

aluasi hasil assessment berkala tentang
efektifitas peranan organ-organ RUPS,
rgan pendukung dalam penegakan GCG
aris Dewan Komisaris,: Komite Audit dan
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2) Meémberikan rekomendasi tentang p
GCG Perusahaan serta meémantau
dengan : :
a) Pedoman Corporate Governance (
b) Pedoman Perilaku (Code of Cor:du
c) Board Manual.

Enyempurnaan’ sistem.‘dan kelengkapan
pelaksanaannya, térutama. beérkenaan

Cade of CG);
of);

‘E

3) Mereview rencana kerja dan Iapor

n tentang pelaksanaan GCG -sebagai

baglan dari Laporan Tahunan Perusahaan;
4) Melakukan kajian tentang praktek-praktek terbaik GCG (best practices) uniuk

dapat diimplementasikan di Perusaha
5) Melaksanakan tugas lain yang diber,

n;
kan oleh Dewan Komlsarls yang terkait

dengan pengembangan dan penerapgn GCG.

4.3 Piagam Komite GCG
Kedudukan, tugas dan
kelembagaan antara Komite GCG dengd
GCG perusahaan yang dituangkan

tanggung  jaweb Komite GCG seita. hubungan

n fungsi penanggung jf_a;wab pelaksanaan
dalam Piagam. Komite GCG dan

ditandatangani oleh Komisaris Utama dap Direktur Utama.

5. KOMITE LAINNYA
5.1 Dewan Komisaris dapat membentuk ki

bmite lainnya sesuai 'ciengan kebutuhan

yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.:
5.2 Komposisi:dan keanggotaan, persyaratap keanggotaan atau kualt’r" kasi personalia,

masa kerja, pemberhentian dan perpanj
dan tanggung jawab dari komite lainnya
suatu Piagam Komite.

C. STRUKTUR- GOVERNANCE EKSTERNAL
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan harus :

1) memperhatikan aspek-aspek pengaturan

Perusahaan dan implikasinya bagi pelaksa'n'ap

j@ngan masa keanggotaan serta tugas
dlte_iapka_n oleh De_walg Komisaris dalam

yang berasal darl
n kegiatan usahanya. ;

- pihak eksternal

2) mematuhi kebijakanfregulasi/pengaturan Instansi -F.’_emerint'ah.ten‘ka'rt.?f;f

PT Patra Logistik memiliki Komitmen untuk n
dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Goo
perundang-undangan yang berlaku,

nefakukan kegiatan opera3| perusahaan
d Corporate Govemance dan peraturan
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BARB i
PROSES CORPORATE GOVERNANCE

A. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENT:IAN._-D WAN KOMISARIS DAN DIREKSI
1. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris |

a.
b.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan-disérhentikan oleh RUPS
Pemilihan calon anggota: Dewan Komisa is. dilakukan melalui proses seleksi dan
nominasi yang transparan dehgan nlempertimbangkan keahlian, integritas;

kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, p
kecukupan waktu untuk mélaksanakan tug
Calon anggota Dewan Komisaris

kepatutan/kepantasan: (fit and proper test);

. Jumlah anggoeta Dewan Komisaris. pating

Brilaku dan- de_dlk_as_l_ s_garta nienyediakan
asnya demi kemajuan I?.er’usa’haan;__

dipilih  melalui  uji ° kelayakan dan

sedikit 1 (satu) orang, dalam hal Dewan

Komisaris lebih dari 1 (satu).orang anggota maka salah satu dari mereka ditetapkan

sebagai Komisaris Utama dan dimungkinkan untuk meng?ngkat Komisaris

independen dengan pertimbangan integritas dan keahliannya;

. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun dan sesudahnya

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi.
hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu

Pemberhentian sewaktu-waktu ariggota Dewan Komiisaris sebelum berakhirnya
masa jabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan'élasannya dengan
terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komiisaris

. Apabila oleh karena suatu sebab jabatan

.. Dalam hal terdapat penambahan anggota

. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggo

tersebut untuk hadir dan membela diri dal
. Anggota Dewan Komisaris dapat. diberh

RUPS dalam hal anggota Dewan Komi
dengan baik, mengajukan pengunduran
peraturan perundang undangan yarig -di
dinyatakan bersalah oleh keputusan peng
hukum yang tetap (incraht);

dalam waktu paling lambat 30 (tiga) puluh.
unituk mengisi kekosongan tersebut;

im RUPS; i

ntikart “oleh pemegang sagham melalui
ris tidak dapat menjalankan tugasnya
iri, melanggar Anggarén Dasar dan/atau
ilai ‘dapat merugikan perusahaan serta
adilan yang telah mempunyal keputusan

anggota Dewan Komlsans- lowong, maka

hari harus segera diselenggarakan RUPS

Dewan Komisaris mak:é jabatan tersebut

akan berakhir bersamaan dengan rmasa jgbatan anggota Dewan Komlsans [ainnya,

kecuali ditentukan lain oleh RUPS:;

staf ahli Dewan Komisaris déngan persetu

. Apabila dianggap perlu Dewan Komisarig dapat mengangkat Sekretarls danfatau

van RUPS.

Direksi

a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikah oleh RUPS; :
b. Pemilihan calon anggota Direksi dllakukan melalui proses seleksa dan nominasi




%, PATRA LOGISTIK

PEDOMAN
FUNGS! : BSD — DIREKTORAT UTAMA | NomoR :-'oozsz'_ijoo..o'1 0/A/2019:
. . o , REVISIKE  :0 !
JUDUL : TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG
BAIK / CODE OF CORPORATE BERLAKU TMT : 30 DEC 2019
GOVERNANCE HALAMAN : 21 dari 56

memajukan dan mengembangkan perusal
Calon-calon anggota Direksi yang- merup

. Pengangkatan calon anggota Dlreksf di
sebelum ditetapkan sebagai anggota Dire

. Jumlah anggota Direkst paling sedikit 1 (s
satu ditetapkan sebagai Direktur Utama;

. Pemberhentian: sewaktu-waktu anggota
dengan menyebutkan alasan seria:

yang transparan dengan mempemmbangkan keahlian,

kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan

diusulkan oleh Dewan Kormisaris;

kepatutan/kepantasan (ff and proper ;‘es
lulus memenuhi persyaratan. 'maka waji

1nte§grltas kejujuran,
dedikasi, serta dedlkas; yang tinggi untuk
gan, 3

akan pejab_at internal F;eruaahaan dapat

bilih melalui proses ij[ kelayakan dan
Y, dan apabila calon I}?.ireksi dinyatakan
menahdatangani kontrak manajemen
si;
atu) orang jika lebih d'a'fi satu maka salah

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 3 (tlga) tahun dan sesudahnya dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) Kali ma
RUPS untuk memberhentikan anggota Dir

bersangkutan untuk membela diri;

. Periegang saham dapat memberhentika
apabila yang bersangkutan tidak dapat |
‘dapat memenuhi kewsjiban yang telah
‘mengajukan pengunduran diri, melanggar Anggaran Dasar danfatau peraturan

perundang-undangan yang dinilai dapat

_bersalah oleh keputusan pengadilan yang

tetap {incraht),
Bagi anggota Direksi yang berhenti sebe

jabatan, dengan tldal_g mengurangi hak
ksi sewaktu-waktu; ¢

ireksi harus dilakukan melalui RUPS,
emberikan kesempatan kepada yang

Direksi sebelum habls ‘masa jabatannya
lenjalahkan tugasnya Qengan baik, tidak
disepakati dalam kontrak fmanajemen,

merugikan _peru_sahaaq__ seria dinyatakan
telah mempunyaifkepu'tfusan hukum yang

lum ataupun sesudah ‘masa jabatannya

berakhir (kecuali bethenti karena meninggal dunia), ‘wajib menyusun pertanggung_

‘jawaban pelaksanaan fugasnya:dan meny:
‘melalui RUPS; '

Apabila oleh karena suatu sebab jabatan

paling lambat 30 (tiga puluh} hari haru

mengisi kekosongan tersebut.

ampaikan kepada; para_:,:pemegang saham

Direksi lowong maka :dé\lam jangka wakiu
5 segera di'seleng’gar@kan RUPS untuk

B. PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
YANG BARU

1. Program pengenalan Dewan Komisaris da

Dewan Komisaris dan Direksi yang baru ditu

mengenai Perusahaan dan dilakukan sesegela mungkin setelah pen'j'gangkatann'ya;_

n Direksi Baru :
hjuk wajjib diberikan: pr@g_ram pengenalan




PEDOMAN

& PATRA LOGISTIK

&

FUNGSI : BSD — DIREKTORAT UTAMA

JUDUL

: TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG

BAIK / CODE OF CORPORATE
GOVERNANCE

- 002/PLO00-010/A/2018

LOMOR

REVISIKE ~ + 0|
BERLAKU TMT : 30 DEC 2019
HALAMAN ~ : 22 dari %a

2. Tanggung Jawab Pelaksanaan Program Pgngenalan Dewan Komlsans Baru
Tanggung Jawab untuk mengadakan program
baru berada pada Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama bemalangan maka.
tanggung jawab pelaksanaah program pen
Utama; :

. Tanggung Jawab Pelaksanaan Program P

pengenalan bagi Dewan Komisaris yang

;enalan tersebut berada pada Direktur

‘E

ngenalan Direksi Baru

Tanggung jawab untuk mengadakan program ‘pengenalan bagi Dlrek8| yang baru
berada pada Direktur Utama, atau jika Direltur Utama berhalangan maka tanggung'

jawab pelaksanaan program. pengenalan t_er
Direksi yang lainnya;

e,

C. RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAA
1. Muatan RJPP

Muatan RJPP sekurang- kurangnya terdiri dari M

a.‘

. Penjelasan mengenai tugas dan tanggu

Perusahaan; ;g
. Sistem pengendalian internal, sistem audjt dan temuan-temuan audit yang belum

. Pelaksanaan Program Pengenalan
Pregram pengenalan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk presentasif
semlnarlworkshop, pertemuan, kunjungan ke.
bentuk lainnya.

-analisis Kekuatan (strong), Kelemahan

budaya Perusahaani, tujuan dan strategl

‘Perusahaan, kinerja keuangan dan oper
Jjangka panjang, aplikasi feknologi informa

usaha, dan masalah-masalah strategis lai

serta Komite Dewan Komisaris;
Penjelasan mengenai sfakeholders utama

ditindaklanjuti
Perusahaan; _
Pelaksanaan Good Corporate Govemnance

secara  funtas serta X

but berada pada Kom:sans Utama atau

. Hal-hal di dalam Program pengenalan bagi Dewan Komisaris’ dan Direksi yang
baru :
. Gambaran mengenai Perusahaan berkai

an’ dengan visi- dan m|5| nilai-nilai dan
Perusahaan, unit-unit; usaha dan anak
si, .rencana usaha Jangka pendek dan
i, manajemen.risiko, kond|9| persaingan
nya; -

g jawab Dewan Komlsarls dan Direksi

Perusahaan dan tan‘ggung_ jawab sosial
Gsus-kasus.  hukum fyang melibatkan
di lingkungan P_e_rusahiaan-.

lokasi, pengkajian dg:kumen maupun

N (RJPP)

Latar belakang, visi, misi, tujuan dan sasaran. Perusahaan struktur organisasi dan
susunan keanggotaan Dewan Kom!sahs dan Direksi ser‘ta perkembangan

Perusahaan 5 {lima) tahun terakhir;
Kondisi Perusahaan saat ini, yang mena

akup: posisi pers_amga__n d_lsertal dengan
(weakness), Peluang (opportunity) dan
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. Proyeksi keuangan Perusahaan menca
investasi dan.sumber pendanaan, proyeks: laba rugi, proyeksi neraca dan proyeksi

-5 (lima) takun;
Penyusunan RJPP

Penyusunan RJPP dimaksudkan untuk meningkatkan akuntablhtas Direksi dan
marigiemen dalam menggunakan ‘sumber

Ancaman (threat) dan hasil pemetaan pasar dan produk, serta permasalahan

strategis yang dihadapi;

Keadaan Perusahaan yang dnkehendakl di masa depan; menca;gk'up sasaran dan

target pertumbuhan, strategi dan’ kebuakar

strategis tahunan untuk 5 (lima) tahun; |

arus kas setfiap tahun selama’5 (lima) tahu

‘manajérmen, program :fdan rencana kerja
KUp asumsi yang dlgunakan rencana

1

Kerjasama tingkat korporat yang strategas dan/atau berjangka wakiu lebih dari

daya dan dana Perusahaan ke arah

pencapaian hasil serta peningkatan n'i_Ia_i!pertu_mbuh_an dan prod_ukt__iwtas Perusahaan

dalam jangka panjeng. Proses penyusunan
berikut :
a.

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSJ
1. Muatan RKAP

Muatan RKAP sekurang — kurang terdiri dan
a.
b. Evaluasi pelaksanaan RKAP sebelumnya;
¢. Rencana kerja Perusahaan;
d.
e
i.

b.

dengan mengkembinasikan pendekat’an
dianggap: perly penyusunan RJPP dap

. Proyeksi keuangan pokok Perusahaan

. Penyusunan dan Pengesahanh RKAP
a.

dan pengesahan RJP_P -adalah sebagai

_Penyusunan RJPP meliputi proses peretapan sasaran dan penﬂa|an jangka

panjang yang berorientasi ke masa dep
memetakan koridisi Perusahaan - saat: ini
menhdatang;

Perumusan RJPP dilakukan oleh Direksi

narasumber [ainnya;

an, :sera pengambllan keputusan yang
dan keadaan yang. dllgarapkan di ‘masa
beseria jajaran manajémen Perusahaan
top-down dan boftor-up, dan apabila
at menggunakan jasa Konsultan atau

A\HAAN (RKAP)

Asumsi dasar penyusunan RKAP (parameter yang digunakan);

Anggaran Perusahaan;

Tingkat kinerja Perusahaan.

Penhyusunan RKAP didasarkan pada penjabaran RJPP untuk satu tahun mencakup-
berbagai program kegiatan tahunan Perugahaan’ yang lebih rinci;

Penyusunan RKAP dilakukan oleh Direksj

beserta jajaran manajemen Perusahaan

dengan mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up, dengan

mempeihatikan arahian Dewan Komlsans
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¢. Direksi wajib menyampaikan. ranc;angah RKAP kepada RUPS sc{l_amba_t-.lambatnya
dalam-waktu 60 (enam-puluh) hari sebelum memasuki tahun 'anggaran'Perusaha'an
yang baru;

d. Pengesahan RKAP -.ditetapka'n-.selampat~iamba'inya dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah tahun anggaran befjalan oleh RUPS, yahg telah dibahas
bersama-cleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi; :

e. Dalam hal permohonan persetujuan RK_AF belum memperoleh pengesahan sampai
‘dengan batas wakiu vang ditentukarn, maka RKAP dlanggap sah untuk
dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata
cara penyusunannya.

3, Pelaksanaan dan Monitoring RKAP

&.

b.

E. PENDELEGASIAN WEWENANG RUPS, DEW
1. Pendelegasian wewenang RUPS:

Setiap Unit Kerja menyampaikan kepada
RKAP secara triwulanan dan tahunan; .

Direksi mengenai Iap_;bran pelaksanaan

Laporan evaluasi pelaksanaan RKAP disgmpaikan oleh Direksi s_fecara triwulan dan

tahunan kepada Dewan Komisaris serta P

1) Perbandingan RKAP antara target dan
2) Pencapaian tujuan yang telah drtetapk
3) Pelaksanaan sirategi dan kebijakan ya
4} Kendala yang dihadapi perusahaan se

. Pelaksanaan dan pencapaian RKAP har

pengawasan tersebut disampaikan oleh
bagian dari penilaian kinerja Direksi;

. Pérubahan RKAP dapat dilakukan ‘se

pelaksanaan RKAP atau sewakiu- wakt__u
perubahan yang sangat signifikan pa
justifikasi yang dapat dipertanggungjawab

Emegang Saham;

.- Laporan evaluasi pelaksanaan RKAP tersebut diantaranya :

realisasi setiap t'ahunnyi"a

n serta penyimpangan yang terjadi;

g telah ditetapkan:;- "

a upaya pemecahan masalah tersebut.

s diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil
ewan Komisaris: dalam RUPS sebagai

iap 6 (enam) bulan setelah realisasi
pabila dipandang men__c;_esak jika terdapat”
a parameter yang r_jhendasar dengan
(an‘

AN KOMISARIS, DAN bIREKS!

RUPS dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Kuasa RUPS sesuai dengan

ketentuan-kétentuari yang tercantum -daf:
perundang-undangan yang berlaku.
Perusahaan, Kuasa RUPS bukan Dewan Ko

. Pendelegasian wewenang Dewan'Komisal
Dewan Komisaris dapat mendelegasikan

Untu

am Anggaran. Dasar dan. peraturan
menjaga mdependensu antar Organ
isaris Perusahaan; ¢

S p
wewenangnya kepada -anggota Dewan

Komisaris lainnya melalui Surat Kuasa de}nga'n tidak menghilang_karj sifat pertanggung
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jawabannya. Dewan Komisaris dapat ménug
kewenangannya kepada Komite-Komite dan §

b.

. Pendelegasian wewenang Direksi
a.

ketentuan mengenai bentuk-bentuk kep;utu

Direksi dapat mendelegasikan wewenar
melalui Surat Kuasa dan tidak- me_nghn!angl
Dalam pendelegasian wewenang kepada

1y Anggota Direksi secara individual;

: 25 dari 56

haskan hal-hal yang ti;éarkenaan dengan
bekrétaris Dewan Komisaris;:

ginya kepada anggoté Direksi lainnya
xan sifat pertanggung Jawabannya
anggota Direksi lainnya perlu ditetapkan
san Direksi yang dapat ‘diambil ole :

2) Anggota Direksi yang mengatasnamék

n Direksi secara kolekttf

Direksi dapat menugaskan pekeija. afau pihak di luar Perusahaan untuk

menjalankan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangannya dengan dikukuhkan

dalam suatu Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat Kuasa legzKSI

F.. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA ( DM)
Pengelolaan SDM meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan seleksi dan

‘program’ orientasi,.

penempatan,

pengembangan dan mutas seﬂa pemberhentian

pekerja. Pengelolaan SDM dimaksudkan urituk memastikan bahwa F'erusahaan selalu

memifiki-sumber daya manusia yang unggul d
mencapai tujuan-tujuan Perusahaan. '

1. Perencanaan Tenaga Kerja
a.

b:

b.

Perencanaan tenaga kerja dilakukan untL
pekerja bagi Perusahaan;

n dapat diarahkan dan dlgerakkan untuk

k mengantisipasi ke_bLif'tUhah penyediaan

Perencanaan tenaga kerja dllakukan berdasarkan analisis organisasi (disain
peketjaan, formasi jabatan, evaluasi jabatan, kompetensi, perpute’fran pekerja);
Dalam melakukan analisis organisasi harus dipertimbangkan visi, misi, tujuan dan
strategi, bila perlu metakukan benchmarking ke perusahaan sejenis;

organisasi, beban kerja, anggaran Perusa

. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja
a,

. Dalam melakukan analisis kebutuhan j batan: harus dlperhatlkan hasii analisis

aan, dan data kekuatan pekerja

asarkan kebutuhan Perusahaan sesuai

dengan kriteria-dan kompetensi yang dibuuhkan Perusahaan;
Sumber tenaga kerja dapat berasal dari dalam Perusahaan (pekerja aktif, tenaga

Pengadaan tenaga kerja dilakukan berT

kontrak, pekarya, mitra pekerja) dan

dari uar Perusahaan. F’englman formasi

-

jabatan struktural diutamakan bagi: tenaga kerja yang berasal dari -dalam

yang berasal dari luar Perusahaan dilakukan dengan mempertl_rnpangkan peraturan

Perusahaan. Sedangkan pengisian fo_mfm jabatan dan kebutuhan tenaga baru

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaky;
Kebutuhan tenaga kerja diiférmasikan séqara transparan;
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d. Perusahaan dapat berhubungan den’g_afm bErguruan tlnggl atau Iembaga—lembaga

péndidikan lainnya, pihak-pihak yang. berg

kerja tinggi, serta sumber dan 'penyediaf te

erak di bidang jasa penyedaaan tenaga
naga kerja lain guna m_gndapatkan calon

tenaga kerja terbaik sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

3. Seleksi dan Program Orie'ntasi' _
Penerimaan tenaga kerja dilakukan melajui proses seleksi ya_n@ fransparan. dan

a.

b.

: Pekerja Perusahaan adalah tenaga kerja

. Perusahaan. dan :p_ek_e_rja ‘wajib membu

. Pengembangan Pekerja
a,

. Pengembangan karier dilakukan untuk

‘struktur organisasi Perusahaan dan jalur te

obyektif; _ :
Proses seleksi dilakukan sekurang-kura
tertulis, wawancara, dan tes

keseljatan
mstansu‘lembaga pemenntah yang - mpmbidangi

i
i

gnya melalui se!ek5| adn‘nmstras: tes
serta d[upayakan melibatkan
ketenaga—l_(erjaan maupun

Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang mpeten;

syarat penerimaan Pekerja yang diangkat

ang telah memenuhi kntena atau syarat-

ietelah melewati masa kontrak

t perjanjian kerja sebelum dlmulamya.

hubungan kerja sesuai.dengari peraturan gerundang-undangan yang berlaku.

. Penempatan Pekeria
a.

Penempatan pekerja dilakukan sesuai dengankebutuhan Perusaiﬁ_aa_n berdasarkan
perjanjian kerja yang disepakaii berdasarkan ‘prinsip-prinsip ‘the right man at the

tight place” dan *equal pay for equal job";
- Penempatan pekerja untuk jabatan-jabatan

& proper test atau assessment;

tertentu dilakukan mefalui ‘mekanisme fit

Setiap pekerja harls bersedia dltempatkan di wilayah atau unit- kerja Perusahaan

-sesuai dendgan kebutuhan Perusahaan;:
. Pekerja. yang menolak penempatan dapat

diberikan sanksi oleh E_erusahaan sesuai

dengan peratdran di bidang keteriagakeijaan yang berlaku.

Pengembangan pekerja dimaksudkan

kompeiensi pekerjg melalui jalur perdidi
khusus guna pencapaian tujuan dan peni
kompetensi, dan sekaligus perigembangar]

berdasarkan Kompetensi jabatan dan p
jenjang karir (career path};

an dan pelatihan serta jalur penugasan
gkatan kinerja Perusahaan, pemenihan
karier pekerja; ‘_

mengisi Jabatan-jabatan di Perusahaan
fofil kompetensi pekerja serta proyeksi

'{ntuk meningkatkan ﬁengetahuan dan

Pengembangan karier meliputi jalur manajerial/struktural yang menglkutl jenjang

naga:ahli/spesialis;
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d. Penugasan merupakan bentuk pembin'?han- kepada pekerja Li_mtuk menambah
wawasan serta. meningkatkan pengetaliuan dan ke'terampi[a;n di luar tugas
jabatannya; :

e. Assessment merupakan sistem yang digu nakan untuk__'menganali'ais-, mengevaluasi:
dan membandingkan profil kompetena individu dengan ko:én’petensi jabatan
tertentu, -

6. Mutasi dan Pemberhentian

a. Mutasi pekerja-dapat berupa promosi; rotasi, dan demosi;

b: Prormosi dan rotasi dilakukan dengan memperhatlkan pengembangan karier pekerja
dan keblituhan Perusahaan; '

c: Demosi dilakukan dengan mempertimbardgkan. unsur pjemb_inaa'p atau ketegasan
dalam penerapan punishment dengan tetap mengedepankan 'p_'ringé'ip keadilan;

d. Setiap pekerja diberikan kesempatan y.arl; sama untuk diseleksi dan dipilih guna
mengisi jabatan (promosi) sepanjang yang bersangkutan memén_uhi.'persyar'atan
yang telah ditetapkan;

e. Perlisahaan memberikan kesempatan: tetlebih dahulu kepada i-:pekerja setempat
untuk pengisian jabatan (promosi setempa ); ;

f. Pemutusan hubungan kerja menlmbuls(an hak dan kewajlban yang harus

diselesaikan sesua dengan Peraturan Pe
undangan. yang berlaku.

G. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, DEWAN
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

a.

Persiapan RUPS:

1) Pemanggilan untuk RUPS Tahunan
paling lambat 14 (empat belas) hari k
Surat atau media pemanggilan harus

usahaan (PP) dan peraturan perundang-

KOMISARIS, DAN D’_IéEKSI

disampaikan kepada F%iamegang Saham,

rja sebelum acara RUPS dilaksanakan.
mencakup informasi mengenai agenda,

materi, usulan, dan penjelasan lain yang berkaitan dengan agenda acara, hari,

tanggal, jam dan tempat pe!aksanaan R
2) Tempat pelaksanaan RUPS adalah di
atau di tempat lain di wilayah Republik |

'3) Tidak perlu dilakukan® pemanggilan te

peserta RUPSLB sudah mengetahui, m
Pelaksanaan Rapat
1) RUPS dipimpin oleh Pemegang Sahs
substitusi oleh Pemegang Saham;
2) RUPS diawali dengan pembacaan 'Fa_ta

8) RUPS membahas masalah yang tetah ¢

UPS;

okasi tempat beroperasmya Perusahaan
hdonesia;

ulis. untuk RUPS Luar Baasa “jika semua.
snyetujui dan menyatalgan dapat hadir.

m atau yang diber_i'kj@asa dengan hak

Tertib RUPS; :
itetapkan dalam agenda RUPS;

4) Agenda tambahan RUPS. dapat dibahas jika disetujui oleh RUFS.
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Pengambilan Keputusan
1) Pengambilan keputusan dalam RUP
transparan danadil;

: 28 dari 56

i

dilaksanakan mela[ﬁji prosedur yang

2) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesusi

dengan peraturan perundang- undangar
3) Dalam hal keputusan berdasarkan my

yang berlaku; ;
syawarah untuk mufakat tidak- tercapai,

keputusan diambil beidasarkan suara terbanyak dari jumniah suara yang sah.

. Pendokumentasian Hasil RUPS
1) Sekretaris Perusahaan atau Notarl's‘
penyelenggaraan RUPS;

membuat Risalah R_U_PS dalam setiap

2) Risalah rapat harus memuat semua al yang dibicarakan, termasuk evaluasi

terhadap pelaksanaan keputusan has
pendapat yang berbeda (dissenting opi
RUPS tersebut (jika ada) serta ditan
Saham: | - '

3) Penandatanganan Risalah RUPS tidak
dengan Berita Acara Notaris;

4) Risalah RUPS harus didokumenta
Perusahaan;

-5} Pemegang Saham berhak memperoleh

2. Rapat Dewan Komisaris
a. Penentuan Agenda Rapat
1) Agenda rapat didasarkan pada alman
Komisaris, evaluasi hasil rapat _s_ebei__um
2) Pemanggilan. Rapat Dewan Komise
Komisaris Utama. atau oleh anggot
Komisaris Utama dan dlsampalkan da
hari sebelum diadakan.

i rapat sebélumnya da_u__n -mencantumkan
hion) dengan apa yang diputuskan dalam
Hatangani Ketua -Rapegt dan Pemegang

diperlukan apabila risai'ah.'tersebut dibuat
sikan.  dan’ disimp'ané oleh Sekretaris

Risalah RUPS.

3k peristiva (cafendar of events) Dewan
nya dan hal-hal lain yang dianggap perlu;
ris disampaikan secara tertulis oteh
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
am jangka waktu pahng lambat 5 (lima)

3) Agenda tambahan dapat dibahas jika disetujui pimpinan rapat

Pelaksanaan Rapat
1) Rapat Dewan Komisaris dapat mengun
2) Rapat Dewan Komisaris diadakan  di
 tempat lain dalam wilayah Republik ind
3) Dewan Komisaris harus menetapkan
dibacakan dalam setiap rapat Dewan Kt

dang pihak-pihak yang 'dipérlukan

tempat kedudukan F’erusahaan atau di
pnesia; :

tata tertib rapat Dewan Komisaris yang
DITIISEFIS

4) Anggota Dewan Komisaris yang tidak Hadir dalam suatu- rapat Dewan Komisatis

hanya. dapat diwakili oleh anggota D
teriulis.

ewan Komisaris lainnya, dengan kuasa
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€. Pengambilan Keputusan

1) Rapat dianggap sah dan dapat meng
dihadiri atau diwakili oleh lebih -dari
Komisaris;-

2) Keputusan dalam rapat Dewan Kom
untuk mufakat; dalam hal keputusan ¢
tidak tercapai, keputusan diambil berda

3) Suara kosong diariggap menyetl.qw L
Komisaris;

4) Dewan Komisaris dapat juga me
mengadakan Rapat Dewan Komisaris,
Dewan Komisaris telah mengetahui
tertulis dan memberikan. persetujuan se
yang dimaksud serta menandatangani

ambil keputusan yang mengikat apabila
1/2 (setengah) jumlah anggota Dewan

saris. diambil b‘erda_sa}_fkan musyawarah
perdasarkan musyawarah untuk. mufakat
sarkan suara terbanyak;

sul yang diajukan dalam rapat Dewan

ngambit.  keputusan iang' sah tanpa
Hengan ketentuan bahwa semua anggota
usul keputusan yang ‘dimaksud secara
icara tertulis (circular te}te_r) terhadap usul
ersetujlan tersebut, *

'5) Keputusan yang diambil harus diterimaTsebagai keputusan_.berféam_a {collegial).

. Pendekurmernitasian hasil Rapat

1) Risalah rapat Dewan Komisaris hafus dibuat untuk seﬂap rapat Dewan

Komisaris dan ditandatarigani oleh selu

fuh Dewan Komisaris yang hadir;

2) Risalah rapat harus memuat semua..
terhadap: pelaksanaan keputusan hasi
pendapat yang berbeda (dissenting opi
rapat Dewan Komisaris tersebut (jika a

al yang dibicarakan, termasuk evaluasi
| rapat sebelumnya dan mencantumkan
lion) dengan apa yang d:putuskan dalam
a);

3) Setiap.anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan rlsalah rapat Dewan

Komisaris;

4) Risalah rapat asli dari setiap rapat
Direksi untuk didokumentasikan dan
menyimpan salinannya.

3. Rapat Direksi
a. Penentuan Agenda Rapat

Dewan Komisaris disé:mpaikan kepada
disimpan sedangkan ':pewan_ Komisaris

1) Agenda rapat didasarkan pada almanak peristiwa (calendar of gvents) Direksi

dan ‘hal-hal lain yang dianggap perlu;

2} Sekretaris Perusahaan agar membuat undangan Rapat Dtrek51

b. Pelaksanaan Rapat

1) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dtanggap periu oleh seorang

atau lebih anggota Direksi;

2) Pemanggilan untuk rapat Direksi: d
Perusahaan dan disampaikan ‘datam
kerja sebelum rapat dilaksanakan
tempat dan-agenda rapat;

:Fkukan -secara. -tertulls oleh Sekretaris

ngka ‘waktu paling lambat 3 (tiga) hari

engan menCantu'rnkarﬁj: ‘tanggal, waktu,
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3) Rapat Direksi dipimpin oleh Direkiur U
yang ditunjuk khusus oleh Direktur Utar
4) Rapat Direksi dapat mengundang pihak
- Pengambilan Keputusan

1) Keputusan dalam rapat Direksi dtambll
2) Rapat. Direksi adalah sah dan berhak
apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2. .(s

wakilnya yang sah;

tama atau oleh 'seoranég anggota Direksi
ha untuk memimpin rapat Direksi.
-pihak yang dlperlukan

herdasarkan musyawar'ah untuk mufakait;
mengambil keputusan yang menglkat
iu per dua) jumlah anggota Direksi. atau

3) Dalam hal keputusan berdasarkan: miisyawarah untuk mufakat fidak tercapai,

keputusan diambil berdasarkan suara
atau tidak setuju sama, maka Pimpin:

terbanyak. Apablla Jumlah suara setuju
Rapat yang menentq__k_an ‘dengan tetap

n
memperhatikan ketentuan mengena'i._pirtanggungjawaban

4) Suara kosong (abstain) dianggap me
_ Direksi;
5) Direksi dapat juga mengambil keput

hyetujui usul yang dlajukan dalam rapat

an yang sah tanpa mengadakan rapat

U
- Direksi, dengan ketentuan bahwa semfa anggota Direksi telah mengetahui-usul

keputusan yang dimaksud secara tert
tertulis (circular letter) terhadap. usul
persetujuan fersebut; '
6) Keputusan hasil rapat yang diambil
(collegial).
. Pendokumentasian Rapat-
1).Risalah rapat dibuat oleh- Sekretarls P

llis dan memberikan ;iérset_uj_ﬂan secara
vang dimaksud sErtaj ‘menandatangani

' diterima sebagai -ke_iputusan bersama

erusahaan untuk seilap rapat Direksi dan

ditandatangani oleh seluruh Direksi yan
2) Risalah rapat tersebut harus memu

g hadir; g
semua materi rapat yang dibicarakan,

a
termasuk:evaluasi terhadap pe[aksana%n keputusan hasil rapat sebelumnya dan
mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting oplnlon) dengan apa yang

diputuskan dalam rapat Direksi tersebu
3). Setiap anggota Direksi berhak menerim
4) Risalah rapat asli dari setiap rapat

disimpan oleh Sekretaris Perusahaan s

H. BENTURAN KEPENTINGAN
1. Benturan kepentingan terjadi apabila :

-a. Melakukan transaksi danfatau menggunaka

diri-sendiri, keluarga, atau golongan;
b. Menerima dan/atau memberi hadiah/man
dengan kedudukannya di dalam Perusah
c. Memanfaatkan informasi rahasia dan dat
luar Perusahaan;

t (jika ada), :

a salinan risalah rapat Dlrek5|
Direksi  harus _dxdokgmentamkan
erta harus selalu tersedia.

dan

n harta. Perusahaan untuk kepentingan

aat dalam bentuk: apapun yang berkaitan
blsms Perusahaan untuk kepentingan di
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. Direksi meneliti situasi/kondisi- yang: m

Terlibat langsung maupun tidak Iangsuhg

datam pengelolaan Perusahaan pesaing

dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya;

. Mempunyai hubungan keluarga sedarah d

an atau semenda sampal dengan derajat

ketiga dengan anggota Direksi danfataq anggota Dewan Kom|sar|§

. Pengungkapan adanya bentu‘ran'ke_pen’_éi'n'g an:
a.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

;

wajib ‘melaporkan kepada Pemegang

Saham tentang situasi/kondisi ‘yang: menunjukkan indikasi adanya benturan

kepentingan yang dihadapi paling Iamb

-snuasﬂkondlm tersebut;

Pemegang Saham meneliti situasi/kond
benturan kepentingan yang dilaporkar
lambat- 5 (lima) hari kerja mengambil kepu

Para Pekerja wajib melaporkan kepagla Direksi.
berjenjang tentang situasi/kondisi yang &

kepentingan yang dihadapi paling lamk
benturan kepentingan;

kepentingan yang dilaporkan tersebut dar

at 5. (lima) hari kerJa sejak terjadinya

si yang me__n_unjukka_n; indikasi adanya
tersebut dan dalam waktu paling
tusain untuk mengatasi situasi tersebit;

melalui atasannya. secara
enunjukkan indikasi ‘adanya benturan
t 5 (ima) hari- kerja sejak terjadlnya

enunjukkan -indikasi -;adanya_ benturan
dalam waktu.paling lambat 5 (lima) hari

‘kerja mengambil keputusan untuk meng_ataa siluasi tersebut.

- PENGELOLAAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

1. Perencanaan
Menetapkan perencanaan strategis se' :
portofolio keglatan usaha yang mencakup

a.

b.

2. Pelaksanaan :
Melaksanakan rencana strategis di bidang usaha logistik dan support logistik yang
telah ditetapkan dalam RJPP dan RKA
rigiko;. g
- Melaksanakan kebijakan optimalisasi kmema pemasaran dan operasmnal

a.

-dalam bentuk master plan.

. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas blay

Program peningkatan rriutu berkelanjut
melatui pengembangan aplikasi teknologi
Pengembangan tisaha dan portofalio yan

Meningkatkan jaringan konsumen baik.
Pertamina Group;

kegiatan ‘pengembangan usaha dan
eglatan logistik dan Support Logistik.

n (Contintious fmprovement Prograimy)
aru;,

g berwawasan hn'gkunga'n dan disajikan

P dengan memperha_t_lkan aspek-aspek

di Pertamina Group__: maupun di luar
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3. Pengendalian
a. Mengendallkan dan mengawasi seluruh I:Leg_i'atan usaha 'p_eru_'sahzaan. agar berjalan
sesuai dengan peraturan internal Pérusahan dan prosedur yang ditetapkan;
b. Menerapkan. sanksi yang- tegsas bag_i Vitra, Kerja yang melanggar peraturan
dan/atau pefjanjian Kontrak/Surat Perinfah Kerja (SPK); ;
J. MANAJEMEN RISIKO _
1. Klasifikasi, tujuan, ruang lingkup, dan manfaag
a. Klasifikasi Manajemen Risiko !
1) Risiko strategi, yang meliputi antara \ain: risiko persaingan blsms risiko kerugian
keria sama strategis, risiko kegagalan |pemasaran, serta I’ISIKO yang timbul dari
dampak adanya kebijakan/regulasi pemasararn;. i
2) Risiko operasional, meliputi artara laint risiko kesalahan proses risiko bencana
alam, risiko ketidakpatuhan pada prosedur, risiko pemogckan kerja dan SDM,
risiko. kesehatan dan keselamatan lingkungan serta keselamatan proses, risiko
perubahan situasi sosial, politik dan keamanan;
3) Risiko keuangan, yang meliputi antara lain: r|S|ko tidak tertaglhnya piutang dan
 risiko dari adanya regulasi keuangan dari pemerintah.
b. Tujuan Manajemen Risiko ;
Manajemen Tisiko bertujuan untuk meminimalisasi risiko keruglan
c. Ruang Lingkup ManajemenRisiko
Manajemen risike sekurang-kurangnya mencakup: :
1) Mengidentifikasi potensi risiko internal Eada setiap fungsu’unrt dan potensi risiko

eksternal yang dapat mempengaruhl kinerja Perusahaan;
2). Mengimplementasikan program-progra pengelolaan untuk mengurangl risiko;,
3) Mengevaluasi keberhasilan manajemen risiko. :
d. Manfaat Manajemen Risiko i
Manfaat manajemen fisiko adalah memperkecit dampak kerugian dari
ket:dakpastlan dalam usaha. ;

2. Kebijakan umum
‘Dalam menerapkan- manajeman risiko sekurgng-kurangnya : :
a. Memperhatikan keselarasan antara -stritegi, proses blsms SDM keuangan,
teknologi dan lingkungan, dengan tujuan Rerusahaan; :
b. Menetapkan sistem dan prosedur standar imanajemen risiko;
. Menyiapkan Penilai Risiko (risk assessor) yang kompeten.

3. Unsur-unsur terkait.
Penerapan manajeman risiko pada dasarrjya melibatkan unsur-unsur Perusahiaan
dengan tanggung jawab sebagai berikut : :
a. Direksi dan seluruh pekerja bertanggung jawab mengguniakan pendekatan
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a.

2) Melaporkan kepada Dewan Komisaris

. Proses Manajemen Risiko

manajemen risiko dalam’ melakukan kegla
dan uraian tugas (job description) masing-
Organ yang bertanggung jawab di'bidang
1) Dewan Komisaris dah Komite yang terl<
2) Direksi;

fanniya sesuai dengan batas kewenangan
masing;

manajemen risiko adalah

ait (datam hal tidak ada Komite Risika),’

3) Fungsi. Business Support & Developiment (cq : Quality Management & Risk

Management);
4) Fungsi Internal Audit.

dipandang waijar; _
Dewan Komisaris bertanggung jawab unty

. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggumg jawab menetapkan tlngkat risiko yang

;

ki

1) Memonitor ristko-fisike penting yangd

mengenai perumusan kebijakan di bidang manajemen risiko;
2) Melakukan pengawasan penerapan manajemen risiko dan memberlkan arahan

kepada Direksi;
3) Memastikan bahwa penyusunan RJPH
manajemen risiko;
Direksi bertanggung jawab untuk':
1). Menjalarkan proses manajemen risiko

ditangani;
3) Menyempurnakan sistem manajemen r
Fungsi Business Support & Development:
1) Merumuskan sistem manajemen risiko;

{hadapi Perusahaan dén memberi saran

" dan RKAP telah memperhatikan aspek
di fungs_i-_fungsi terkait (i’isk-_owners); _
tentang risiko-risiko yang -dihadapi dan.

1sik0.- :
:)ertanggung jawab untuk

2) Merumuskan kebijakan pokok yang:bethubungan dengan manajemen risiko;

8) Mengidentifikasi dan menangani risik
yang efektif dalam batas-batas tanggur

b-risiko. serta memhuq_t pemetaan risiko.
g jawab dan kewenandannya

4y Memantau dan mengevaluasi perkembangan risiko dan melaporkannya kepada

Direksi.
internal Audit bertanggung jawab untuk :

1) Memastikan bahwa kebijakan dan 5|stem manajemen risiko: telah diterapkan dan

dievaluasi secara berkala

pengendalian intem dalam rangka miti
3) Meéngevaluasi .dan memberi masuka
kebijakan manajemen risiko.

2y Mengevaluasi dan memb_enkan.maéuk;n atas kecukupan

Identifikasi risiko;

dan efektivitas:
asi risiko;

mengenat kesesuauan sirategi dengan

b. Analisis dan pemlllhan metode pengelolaan risiko;

Implementasi metode pengelolgan ristko;
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d. -Evaluasi terhadap implementasi metodé-pen'gelolaan riSiko;_
e. Pelaporan manajemen risiko.

K. TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (IT C
1. Kebijakan umum
a.

3

. Untuk memperoleh pemanfaatan vang

. Tahapan
Perusahaan harus memaksimalkan pengguné
tahapan yang sekurang-kurangnya meliputi :
a.

4) Evaluasi dan pengendalian sistem;
8) Penerapan sistem penanganan darlrat (disasfer recovery planning atau

. Tahap Peng_embangan_
Pengembangan teknologi informasi haru
teknologi informasi yang terintegrasi dan h

LOVERNANCE)

Teknologi informast yang dibangun harus jnemiliki nilai yang sangat strategis: dalam

mendukuhg jasa Perusahaan yang unggul

dan kompetitif;

Investasi teknologi informasi harus mempertimbangkan aspek: keuntungan berupa

pengurangan biaya dan kemudahan mem
Direksi menetapkan Fungsi IT yang :
1) Bertanggung jawab untuk mewujudkan

eroleh informasi;

rancangan menjadi'kori}ist'ru ksi yang detil;

2) Bertindak sebagai konsultan dengan miglakukan kormunikasi- secara rutin dengan

pihak pengguna (users)
3) Memfasilitasi ber]angsungnya”pelatihan
4) Dibebaskan dari kegiatan pengadaan
kegiatan teknologi informasi;

ménerapkan kendali-keridali terkait dengar

Tahap Pra-Implementasi, yang mencakup:
1) Pényusunan rencana strategis di bidan
dengan strategi bisnis Perusahaan;

2) Penyusunan rancangan dan desain feknis;
3) Penjabaran rancangan dan desain tekn

sistem secara fisik dan fungsicnal.
Tahap Implementasi, yang meliputi:
1) Perericanaan yang matang;
2) Pelatihan dan pengembangan SDM;:
3) Pembakuan/standardisasi;

contingency planing).

teknologi informasi;
barang/jasa yang berhubungan dengan

aman dan optimal, f:Fun'gsi IT harus
-aktivitas teknologi informasi.
anan teknologi infqrmasii melalui tahapan-

h feknologi informasi yén‘g sejalan (align).

s teknologi informasi ke dalam konstruksi

dilaksanakan dalam kondor penarapan
ndal; #
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3. Pengendalian

FungsiIT :
a.
pengelolaan teknologi informasi;

yang teriadi; -
Melakukan pemantauan secara berkala;

informasi;
Bersama-sama. fungsi pengguna. menet
{service level agreement) dan direviu seca

L. PENGELOLAAN KEUANGAN
1. Kebijakan Umum

Mempunyai prosedur dan indikator - yang tepat untuk. mengukur efektivitas.

Mempunyai prosedur baku dalam menamganl ‘permasalahian teknologl informasi’

. Membuat laporan secara berkala kepada Direksi mengenal kmerja teknologi

pkan tmgkat Iayanan yang disepakati
a berkaia.

Keuangan Perusahaan harus dikelola secar

berhubungan dengan pengelolaan keuangar

A. profesional, 'terbu__ka,';;dan berdasarkan

disusun dan dievaluasi secéra periodik

prinsip konservatif dan. kehati-hatizn. Pr‘onun kebijakan, se'l't&i;, peraturan yang

dengan memperhatikan standar akuni’anéi d
berlaku. Perusahaan menciptakan sistem
terciptanya pengelolaan keuangan yang optln
untuk memaksimalkan nilai. Perusahaan me
dilandasi prinsip- sadar biaya (cost consgiou
atas segala kemungkinan risike dan melak
untuk mengantisipasirisiko yang ada.

. Perencanaan
a. Perencanaan keuangan baik: jangka pen

n peraiuran perundang-undangan yang
bengendalian internal yang baik untuk
hal. Pengelolaan keuangan dimaksudkan
blalui pelaksanaan prd:gram kerja yang
sness): Perusahaan melakukan analisa
ikan tindakan-tindakan yang diperiukan

dek maupun jangka éanja_ng ditakukan

secara terintegrasi yaitu mempertimbangkan kepentingan seluruh unit kerja;

b. Penyusunan anggaran dilakukan berdasar]

Kan program kerja dan :inelalui' koordinasi

antar unit kerfja untuk mensinergikan :ustlan anggaran setlap un[t ketja dengan

menganut prinsip bottom-up dan top-down

¢c. Diréksi menetapkan target pendapatan dan biaya. yang reallstls yang akan dicapai

Perusahaan untuk penyusunan angga

‘Anggaran Perusahaan terdiri atas -

1) Anggaran Pendapatan;

2) Anggaran Biaya yang terdiri dari An
Investasi;

3) Anggaran Kas;

4) Keuntungan / profit yang akan dicapai.

fan  di unit-unit operasi Perusahaan..

fjgaran  Beban .Op'e'_r_aéi; dan Anggaran
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3. Pengorganisasian Pengeloiaan keuanga
‘pemisahan. tugas (segregatlon of duties) antara fungsi verifikasi, pencatatan dan
pelaporan, penyimpanan -dan penyetoran dana serta otarisasi. Perusahaan juga
memisahkan secara jelas pendapatan dan ke ntufigan setiap unit kerja

a.

b.

b'.

b.
c.

Pelaksanaan :
Pengelolaan keuangan dilakukan -.c!enge

rencana kefja;

dilatkukan den‘gané memperhatikan

‘E

n menerapkan .disipli_in anggaran dan

Direksi dan Dewan Komisaris membuat atpran atas. t’ransak'si-trarfis'aksi yang harus
mendapat persetujuan Dewan- Komlsarls, gelain yang diatur dalam Anggaran

Dasar;

Direksi mentaati setiap transaksi/keputugan yang harus mendapat persetujuan

Dewan Komisaris;

jawabkan;

kerjanya;

. Pengalihan/revisi rencana kerja dan ‘anggaran harus melalui pgo‘sed_ur!ketentuan
yang felah ditetapkan dan dilakukan deng

an justifikasi yang dab‘_at‘ dipertanggung

. Perusahaan memberikan apresiasi terhadap unit kerja yang mencapaa target-target

Risiko-risiko yang mungkin terjadi harus dlzntlsmam sejak awal prgse_s pengambilan

keputusan melalui sistem dan prosedur ya

. Pengendaiian
a.

Setiap unit kerja harus mempertanggungj
pimpinan Perusahaan;
Pimpinan unit. kerja . memonitor;

yang terjadi dilakukan oleh masing-masin

keseluruhan;
. Pengelolaan keuangan oleh unit kerja. di

dilaporkan kepada Direksi;

Direksi menyampaikan laporan pengelot

dan Pemegang Saham secara berkala unt

. Pelaporan
a.

Direksi bertanggung jawab atas penyu

menggvaluasi,
anggaran yang telah ditetapkan pada unit K
Evaluasi terhadap pelaksanaan anggarag

g telah ditétapkan.

awabkan pengelolaan %euanga_n kepada

dan. mengefektifkan realisasi
erja yang dipimpinnya;:

dan analisis terhadap penylmpangan--
unitkerja dan/atau Perusahaan secara,

fonitor cleh Sub‘-Fungsi Controller dan

n keuangan kepada Dewan Komisaris
k-tujuan maonitor dan evaluasi.

unan liaporan keuangan yang sesuai

dengan standar akuntansi yang berlaku di |ndonesia;

Laporan Keuangan internal harus tersedia pada saat. dlbutuhkan

Direksi. menetapkan kebijakan _akuntanm
tidak dehgan tujuan untuk melakukan man

esuai dengan operaSI Perusahaan dan
pulaSI laba; :
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d. Kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten dan FUnési Administrasi &
Keuangan harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur akuntansi felah
dilaksanakan oleh seluruh unit kerja sesuaIdengan ketentuan yang berlaku;
e, an dengan mengkonsohdamkan laporan

. Penyusunan laporan keuangan dilaksana

keuangan seluruh unit kerja;

M. PENGADAAN BARANG/JASA
1. Kebijakan Umum !
Direksi menetapkan kebijakan umum dalam pengadaan barangfjasa dengan

a.

memperhatikan ketentuan yang berlaku
kebijakan dan etika pengadaan barangj
kembali secara berkala dengan memperh
Direksi menetapkan batasan nilai dan k

.i

sekurang-kurangnya mencakup prinsip
asa. Kebijakan t_qrsel_;ut harus ditinjau
tikan perubahan lingkungan usaha;

abijakan mengenai keglatan pengadaan

barang/jasa yang dilaksanakan secara swi
langsung pengadaan langsung dan pemlll

kelola, pembelian Iangsung penunjukan
an langsung; E

. Perencanaan

Tujuan Perusahaan dalam melakukan | pengadaan barangfjasa ‘adalah untuk

mendapatkan barangfjasa yang dibutuhkian dalam jumlah, kualltas harga, waktu

dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas
dan terinci serta dapat dlpertanggung Jaw bkan. ;

Perencanaan pengadaan barang/jasa harus melibatkan fungsi- fun93| terkait..

Pengorganisasian
a.

Panitia pergadaar/lelang harus memshkl kompetensi, kualifikasi iekn_is yang sesuai

dengan kebutuhan yang berlaku di Periisahaan, dengan masa pé’h’ugasan

1) Paling lama 1 (satu) -tahun untuk panitia yang-anggotanya’ dltunjuk berdasarkan
jabatan struktural setelah itu dapat ditunjuk kembali; ;

2) Sampai -dengan penetapan pemenang untuk panma yang
ditunjuk secara personal (by name);

Panitia pengadaan/lelang dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Direksi sesuai

‘anggotanya

dengan batasan kewenangan masing-mas

-Untuk pengadaan barangfjasa dengan

swakelola, pembelian langsung, penunju
pemilihan langsung dilaksanakan oleh sub

ing;
hilai tertentu yang dllakukan secara

kan langsung, p_en__gadga_n langsung dan
-fungsi.Procurement.
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4. Pelaksanaan

a,

a.

barang/jasa membuat laporan kepada pe
informasi mengenai surat pesanan dan k
informasi mengenai adanya wanprestasi dari

‘Setiap pengadaan barang/jasa yang aka

. Pengendalian

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa
berwenang sesuai dengan ketentuan yang

harus ‘meminta: persetu;uan pejabat
berlaku; :

Dalam proses pengadaan barang/jasa harus dilandasi prinsip sadar biaya (cost

‘consciousness) dan diupayakan untuk tida

Perusahaan harus 'mengelola basis data

x tergantung pada p1hak tertentu;
para penyedia barangljasa yang ada di

setiap unit dan terintegrasi secara korponat untuk mengetahui, jEjak rekam (frack

record) dari setiap penyedia barang/jasa;

Kinerja masing-masing penyedia. barangfiasa. dievaluasi sec?ra berkala dan

hasilnya dijadikan dasar untuk memutak

nirkan basis data penyedia barang/jasa

serta dipakai sebagai masukan dalam proe]:es_pengadaan barangl/jasa selanjutnya;

Dalam kondisi yang mermungkinkan pela
secara e!ektro_nik-(__e—procu_rement); :

Perusahaan harus memiliki Harga Per
dikalkulasi secara keahlian dan berdasark
lainnya yang dapat dipertanggung jawabk

Perjanjian/Kontrak, Surat Pesanan Pemt
mencantumkan hak dan kewajiban masm

sanaan pengaddan melalui pengadaan

Kiraan Sendiri (OwneF Estimate) yang
n data-harga unit setempat dan/atau unit
n;

dilaksanakan harus dukat dengan Surat
liah atau Surat Perlntah Kerja- dengan
masing pihak;

untuk menghindari dilakukannya prosedur
Setiap anggota panitia pengadaan/lelang,

. Pelaporan -
Secara. berkala unit atau fungsi pengada’fn barang ‘dan jasaf;:ianitia pengadaan

Perusahaan mempunyai suatu mekanisme pengendalian untuk memasllkan bahwa

‘barang/jasa yang diadakan telah menda t persetujuan pejabat yvang berwenang,

dan tidak dipecah-pecah dalam nilai pengadaan -yang lebih kecll dengan maksud
elang;

penyedia barangijasa dan pejabat yang
berwenang harus menandatangani pakta integritas, yaitu pernyataan yang berisikan
tekad untuk melaksanakan pengadaan sedara bersih, jujur dan transparan
Pelanggaran terhadap pakta |ntegntas {ersebut. akan dlkenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

beri tugas yang mermuat, antara lain,
ntrak-kontrak: yang sudah selesai .dan
mitra kerja.
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N. MANAJEMEN MUTU

1. Kebijakan Umum

a.

C.

2. Infrastruktur Manajemen Mutu
a.

b.

3. Implementasi Manajemen Mutu
a.

‘semua tingkat yang meliputi :

Perusahiagn harus menerapkan sistem manajemen mutu secafa konsisten dan
terpadu di semua fungsi dan tingkatan dengan memperhatikan efektlvﬂas proses
bisnis dan kinerja Perusahaan secara inenyeluruh dalam. rangka peniiigkatan
produktivitas dan daya saing;

. Lingkup penerapan manajemen muiu tefseput hendaknya mellputl

1) Perancangan jasa yang didasarkan phda persyaratan mternal dan eksternal
' serta memperhatikan lingkungan saat inf dan masa datang;. -

2) Péngelolaan dan pengendalian proses serta md[katomyas mengacu pada
‘kepuasan pelanggan serta stakeholders :

3) Peningkatan/perbaikan pemberian lay ”Ejan dan produk - melalm perbaikan mutu

yang berkesinambungan (continuous improvement program) di: segala bidang;

4) Penérapan mutu sebagai budaya kerja dalam setiap kegiatan; :

5) Peningkatan kehandalan operasi lapahgan dengan memperhatikan aspek
‘keselamatan; kesehatan kerja'dan lindupgan lingkungan;

8) Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan benchmarkmg untuk memenuhi
‘kompetensi sesuai dengan jabatannya. :

Dewan Komisaris, Direksi dan. seluruh Fekerja berkomitmen d__j.em ferlibat penuh’

untuk menerapkan sistem manajemen muty.

Pelaksanaan manajemen mutu didukung dengan i'nfrasfru_@tur yang. dapat
menjamiin kelangsungan dan kualitas sistem manajemen mutu; f:

Untuk mencapai hasil yang optimal, Perusahaan dapat merekrut assessor mutu dari
pihak eksternal dan dibantu’ oleh Fungsi Business. Support & Deve;!opment

Implementasi manajemrien mutu dlmulal dehgan tahap pemetaan @n’tuk memperaleh.
gambaran mengenai praktik manajemen rrutu yang terjadi;
Pelaksanaan sister manajemen mutu ini dilaksanakan oleh semua pekerja .di

1) Penerapan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentmgan Perusahaan fokus
kepada kepuasan pelanggan dan: sfakeholders, keterllbatan yang total dari
seluruh jajaran dan memperhatikan !mg ungan; i

2) Penerapan metode dan alat-alat ukur mutu yang relevan;

3) Pelaksanaan perbaikan atau peningkatari mutu yang berkesma'mbungan
Perusahaan dapat menyelenggaraan ajang kompetisi muty di  Perusahaan
‘sebagai upaya pemberian penghargaan dan pengakuan (reward and recogmtfon)

kepada unit bisnis/operasi dalam rangka implementasi teknik dan: ‘manajemen mutu;

. Implementasi manajemen mutu yang :balk tercermin dengan tqrc:ptanya proses-
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proses bisnis yang: efektif dan efisien ya ig dapat meni’ngkatkaﬁ kinerja Proses,
kinerja Unit, dan kinerja Korporat dan dapat- berkompeUSI dalam ajang kompetisi
nasional atau ajang kompetisi lainnya; - :
e. Dalam upaya membentuk budaya mutu penerapan mutu d1masukkan dalam

4, Evaluasi, Penilaian Hasil, dan Tindak Lanju
a.

b.
€.

0. SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN REMUNEF
1. Kebijakan Umum
a.

. Evaluasi dllakukan oleh assessor melalui

. Optimalisasi peran assessor
Untuk mengoptimalkan. peran dan. kualitas as
a.

. 'Remunerasi‘/kompensasi.

penilaian kefja.

i

Evaluasi manajemen mutu dapat dllakuk£n' dengan kriteria yang sesuai .dengan

standar internasional, dengan tujuan untuk |

1) Mengetahui posisittingkat kinerja. :j ¥
dengan target dan benchmark;

ang telah dic‘apai:f dibandingkan

2) Mendapatkan peluang - peluang yang masih dapat ditingk‘atkén (Opporfuniﬁe_s

for Improvementy; _
3) Memperoleh umpan balik untuk meningt

catkan kinerja;

4) Mendorong peningkatan kinerja Perusahaan,

mendapatkan penilaian yang dltuangkan
Report);

Untuk mencapai tingkat efektivitas yang
perlu dilakukan mekanisme tindak fanjut
jajaran manajemen atas laporan -umpan b

on desk review dan . on site visit untuk:
dalam laporan umpa_n;_f_ balik (Feedback

haik dalam rangka peélingkata_n kinerja,
ng berkesinambungan dari Direksi dan

Melakukan kaderisasi assesar S8

ik-(Feedback Report); -

esor, Perusahaan :

ra berkesmambu'ngan dengan.

mempertimbangkan komitmen, dedikasi den kempetensi;

Mencantumkan kineija- assessor dalam pe
Mengikutsertakan assessor di dalam se
terkait untuk-meningkatkan kompetensi.

Pengelolaan kineija adalah suatu upaya U
tentang sasaran kerja -yang akan dicapai
aturan terkait dalam proses pelaksanaanny

keputusan promosi, rotasi, demosi, dan cO

Jnlalan kinetja perorangan

inar, pelatihan, forum atau asosiasi

2ASI

ntuk menciptakan _p_en_iiéhaman bersama
upaya untuk me‘n‘t:apé'inya dan aturan-
a; :

. Tujuan pengelolzan kinerja -adalah - umtuk memperaleh dasar péngambilan

rrective action _pembegan metit increase

serta kriteria bagi pelaksanaan kesahihan program pembinasin;

Kinerja yang dimaksud meliputi kinetja Dewan Komisaris-,_Direks_i,.iid_an pekerja;

meliputi
Direksi dan pekerja;

re:mu nerasi/lkompensasi

Dewan Komisaris,
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b.

b.

o

b.

penentuan sasaran dan target yang telah
Saham;

Perencanaan penilaian kinerja bagi Pewah Komisaris dan Dir’ekéi meliputi proses

disepakati bersama dengan Pemegang

Perencanaan penilaian Kinerja bagi pekar_ja meliputi pﬁen’etap’én sasaran kerja
(planning), pengendalian pencapaian sasafan keija atau bimbingan (coaching) dan

peninjauan sasaran kefja (reviewing).

. Sistem Penilaian Kinerja dan Remuneram Dewan Komisaris
a.

Pemegang saham menilai kinerja. Dewan Komisaris secara keseluruhan dan

masing- masing anggota Dewan Komiisaris

melalui mekanisme RUPS

Pemegang Saham berhak memperoléh penjelasan lengkap dan informasi yang
akurat mengenai sistem untuk menentukan gaji, tunjangan. dan’ fasﬂltas bagi setiap

anggota Dewan Komisaris.

Pemegang. Saham menilai kinerja D|_rek3|
anggota Direksi melalui mekanisme RUPS;
Perilaian individual untuk tiap anggota Dir

. Sistem Penilaian Klnerja dan Remunerasi Direksi
a.

secara keseluruhan dan masing-masing

ksi dilakukan oleh D'e\_f\;j_an' Komisaris dan

dilaporkan kepada RUPS untuk ditelaah ddn dipertimbangkan;
Hasil penilaian kinerja Direksi menjadi dasar perhitungan remuneras: Direksi;

yang dapat. dijadikan sebagai dasar pe
perhitungan remunerasi bagi pekerja; -
Faktor utama yang dinilai dalam penila‘_ian
berdasarkan kompetensi pekerja;

. Rernunerasi Direksi‘harus dapat memotivaisi Direksi untuk: mencapal pertumbuhan
jangka panjang dan kesuksesan Perusaha

an dalam kerangka ke_rj_g yang terkontrol.

. Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasn Pekerja
a. Perusahaan harus merumuskan sistem pe

nilaian kinerja yang, obyektlf dan tercatat
mberian pen_gh_argaan:__ pembinaan dan

Kinerja pekerja adalah Enre_stas'i hasil kerja

¢. Kompetensi yang digunakan untuk peniliian kinerja, mtlsarmya adalah sebagai

4) Kemampuan berkomunikasi;
5) Tanggung jawab dan ketelitian;
6) Kemampuan kerjasama;

8) Kemampian memimpin;

10) Orientasi pada bisnis;

berikut :

1) Pengetahuan tentang pekerjaan,

2) Kejujuran dan integritas; .
3) Motivasi dan kemauan berprestasi;

7} Kemarmipuan menganalisis dan memutu

9} Orientasi pada pelanggan;

skan;
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. Sasaran Kinerja dibuat untuk periode satu

: 42 dari 55

11) Indikator kinerja diupayakan agar %memenuhi aspek kompréhensif, koheren,

tahun kalender sejalan dengan rencana

kerja dan anggaran Perusahaan, dljabarkan oleh D:reksrmerija&i sasaran kinerja

unit-unit kerja dan -akhimya menjadi sasal
hanya dapat dievaluasi ulang ‘apabila terja

n kinerja individual. Sasaran kinerja ini-
i hal-hal yang berada dl luar kendali unit-

Perusahaan me_ngg_une’;@ka_n- Sistem Key

Year People Review (EYPR) yang

merupakan suatu proses untuk menclptakan pemahaman bersafi'la antara pekerja
dengan atasannya tenigng apa yang ydng akan dicapai dan bagalmana cara

mencapainya..
KPI atau EYPR tersebut harus berkorelasi

jan dievaluasi secara i;fgerkal_a.

Penilaian Kinerja harus ditkuti' dengan perjerapan reward and _éunishmen't yang

tegas dan konsisten.

dicapai’ oleh pekerja berupa upah, tunfangan, dan penerimaan lainnya yang

Perusahaan memberikan remunerasi -.kei:da‘ pekerja berdasafﬁa'n kin'erjé-yang.

disyaratkan oleh peraturan Perusahaan dén Ketentuan perundang -undangan yang

berlaku. ;
Perusahaan harus mengembangkan dan

mengevaluaS| SIsfem pe‘nllalan kinerja

dan sistem remunerasi agar selalu mengikdti perkembangan yang’f@jada.

P. SISTEM AUDIT
Kebijakan Umum _
Penilaian atas. efektivitas sistem pengendal

1.

‘Audit. Audit atas Laporan Keuangan Perus
Penilaian atas perencanaan, pelaksanaan keg

an intern dilakukan _olgéh fungsi internal
haan dilakukan oleh E._i\uditor Eksternal.
iatan dan hasil audit -yaing_dilakukan' oleh

Internal Audit maupun Auditor Eksternal dilakiikan oleh Komite Audit.@fj

. Ruang Lingkup
‘Sistem Audit meliputi audit atas kewajarar
audit), audit kepatuhan pada ketentuan yang

operasional dan audit khusus.

a.

. Dasar Pelaksanaan Audit

penyajian. laporan 'kéua‘ngan {general,
berlaku (compliance based audit); audit

Pelaksanaan tugas Komite Audit didasarkan pada kebijakan, sasaran dan program

kerja tertulis dari Komite Audit yang disahk

Pelaksanaan audit olsh Internal Audit dic

program keria yang dijabarkan dalam
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PK

. Pelaksanaan audit atas Laporan Keuanga

an oieh Dewan Komlsa_rls_

asarkan pada kebijakan, sasaran dan.
encana Induk Pemeriksaan (RIP). dan
T) yang ditetapkan oleh Direktur Utama;
dilakukan oleh Auditoﬁ-Ekster_nal.
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4. Etika dan Metodologi Audit
a.

‘kepatuinan pada ketentuan perundang-und
Internal Audit bersama fungsi terkait: m

. Pembinaan Auditor Internal
a.
b.

. Pelaksanaan Audit
a.

Internal Audit harus berpedoman kepada
Internal Audit, peraturan lainnya yang

kehati- hatian;

risikc yang muncul (risk based audif)

kode- etik,. norma-norré'a' audit:,. Piagam
berkaitan dengan Internal Audit dan

senantiasa menjunjung tinggi prinsip- prmSIp objektivitas, ,kerahasié%m' ketelitian dan

ada proses bisnis F’erusahaan serta

Metodo!ogl yang dikembangkan dan dlte}apkan harus meliputi- aud|t atas dasar

ngan yang berlaku;
elakukan Internal Contro." Assessmerit

berbasis risiko yang akan digunakan sebagal dasar dalam menentukan rencana
perbaikan proses bisnis, metodologi _da_n_ prosedur audit; '

. Komite audit melakukan kajian atas rencana, -metodologi dan . hasﬂ audit yang

dilaksanakan oleh Internal Audit dan Auditor Ekstefnal untuk meyakinkan__ef gsiensi

dan efektivitas pelaksanaan audit.

Direktur Utama merumuskan dengan jelas

dibututikan Perusahaan;

ualifikasi Manager Internal Audit,

Direktur Utama mewajibkan semua auditor internal untuk -_mebgik’uti pelatinan-
pelatihan profesional dalam rangka ser

ifikasi guna memenuhi standar yang

Manager Interal Audit harus menda'pa:ran pelatihan di bid}isnng profesi dan

manajerial yang memadai untuk dapat me
baik: :

Pelaksanaan Tugas Organ-organ yang Ter
1) Pelaksanaan audit dilakiikan oleh. Intern
2) Auditor Eksterrial pada dasarnya me
namin apabila dipandang perlu dapa
agsignment} -sesuai dengan penugac
dan/atau Direk51

gelola satuan yang dipimpinnya dengan

kait

a1 Audit dan Auditor- Eksternal

akukan audit atas laporan Keuangan,
t melaksanakan audit khusus (special
an ‘yang diberikan -Dewan Komisaris

3) Direksi dan manajemen bertanggung
sistern pengendalian intérnal dan mem

Eksternal dapat mengakses semua date

Perusahaan sehubungan dengan pelak
4) Internal  Audit memberikan informas
membidangi manajemen risiko: meng
terkait dengan audit;
5) Komite Audit bersama dengan funQS|
secara berkala melakukan kajlan atas_ D

jawab untuk menyeienggarakan suaty
stikan bahwa Internal. Audlt dan Auditor
 dan informasi yang re!evan mengenai
naan tugasnya;
kepada Komite atau fungsi yang
nai ‘masalah risiko Perusahaan yang

manajernen terkait. dan Initerrial Audit
laksanaan manaje_mer} risiko.
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. Pola Hubungan

1) Pola Hubungan Komite Audit dengan In

a) Pola hubungan antara Komite® Audit

dalam Piagam Komite Audit dan Piag

b) Internal Audit menyampaikan PKPT

¢) Komite Audit melakukan kajian atag

© Audit; N |
d) Secara berkala Komite Audit dan In

untuk membahas antara lain efek

ernal Audit.

dengan Interal Audit
m Internal Audit;
pada Komite Audit;
PKPT yang dlsampalkan oleh Internal

harus dituangkan

ernal Audit melakukan_@_ rapat koordinasi
tivitas pengendalian intern, penyajian

laporan kéuangan, kebljakan akuntansi, laporan hasil audlt program kerja

audit, dan hambatan pelaksanaan au

2) Penyampaian laporan hasil audit |
Internal Audit kepada Komite Audi
Internal Audit dan Piagam Komite Au

f) Komite Audit melakukan kajian. atas
Audit.

2) Hubungan Komite Audit dengan Auditor

Hit:

wEernal Audit ‘maupun Iaporan keglatan

diatur dalam ma_smg masing Piagam
it;
efektivitas pelaksanaan tugas Internal

Eksternal

anikasi dengan Komite Audit antara lain
mengenai -ruang lingkup audit, kemdjuan -audit secara berka]a ‘hambatan
terhadap pelaksanaan audit, audit"'adjtstment yang signift kan dan perbedaan

pendapat yang. terjadi dengan pihak manajemen, i

3) Hubungan Internal Audit dengan Auditor] Eksternal.
a).internal Audit-melaksanakan koordifasi dan memfasilitasi  pelaksanaan
tugas Auditor Eksternal untuk terciptanya kelancaran pélaksanaan tugas;

b) Internal  Audit bersama dengan Komite Audit melaku}éan pembahasan
terhadap sasaran dan ruang Iiringp audit yang akan dllakukan Auditor
Eksternal dan untuk memastlkar semua risiko yang pentmg telah
dipertimbangkan;

©) Internal . Audit bersama dengan Kor
pelaksanaan tugas Auditor Ekster_nal

4) Pola Hubungan Interhal Audit Perusah

PATRA NIAGA. f

a) Hubungan antara Internal Audit

- PERTAMINA PATRA NIAGA ditu
masing-asing; '

by Internal Audit Perusahaan menja
PERTAMINA PATRANIAGA.

Auditor Eksternal melakukan komunik

hite -Audit melakukan gemantauan atas
nan-dengan Internal Audlt PERTAMINA

Perusahaan denga’ii Intemal  Audit
angkan dalam Piagam Internal Audit

lin koordinasi dengan Internal Auit
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7. Monitoring Hasit Audit i

a.

Q. PENGEMBANGAN BISNIS
1. Kebijakan Umum
a.

k.

2. Perencanaan

Fungsi yang diaudit (audites) bertarggung jawab untuk: menindaklanjuti
rekomendasi atas hasil audit yang telah disepakati bersama :aiﬁt"a‘ra auditor dan
auditee; i
(nternal  Audit - melakukan pemantauan secara intenisif atas pelaksanaan tindak
lanjut daii temuan hasil audit Internal Audgt-dan’ Auditor Eksternal dan melaporkan
kepada Direkiur Utama dan Dewan Komisgris melalui Komite. Audlt secara berkala;

_Pelaksanaan tindak- lanjut menjadi ‘salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

penilaian kinerja fungsi yang bersangkuian

. Direksi dan manajemen mempunyai ko itmen untuk mendukung penyelesaian

tindak lanjut rekomendasi hasil audit;

. Direksi mengambil tindakan dan langk hlangkah yang dlperlukan dalam hal

terdapat fungsi yang belum menindak lanjuti rekomendasi hasi! audlt

Dewan Komisaris dapat meminta penjelagan dari Direksi dan atau pejabat tetkait:
lainnya atas rekomendasi hasil audit yang elum ditindak lanjuti; '_

Direksi mengenakan sanksi secara kdhs; ten. kepada plmplnan fung:ﬂ yang lalai
dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil gudit.

Pen'gemban_g_an bisnis dimaksudkan -unfuk mempertahankan, ‘mendukung dan
mengembangkan bisnis guna memberikan|nilai tambah bagi Perusahaan;
Pengembangan bisnis: dilakukan secarg kreatif dengan tetap memperhatikan
produktivitas dan efisiensi, guna. menghgsilkan layanan jasa yang. bermutu dan
berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Perencanaan penelitian dan pengembar’jgag harus dlselaraskan dengan rencana

strategis dan kébijakan Perusahaan serta ditu

3. Pengorganisasian

ngkan dalam RKAP.

Direksi menetapkan bagian/fungsi yang perianggung jawab _Liintuk- melakukan

penelitian dan pengembangan.

4. Pelaksanaan
a.

Kegiatan penelitian dilakukan secara sistematik, terencana, te:f;u'S'-me'n_e"rus, dan
mengikuti konsep-konsep imiah deng; metodologi  yang "iepat dan dapat
dipertanggungjawabkan’ serta: hasilnya cﬁgaﬂar_kan sebagai Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) Perusahaan; '

Kegiatan pengembangan diarahkan pada kegiatan usaha yang prospektif, inovatif,
feasible-dan memberikan nilai tambah: dgn daya saing Perus'ah:};aan-dengan tetap
mempertimbangkan prinsip sadar biaya dah skala prioritas;
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¢c. Perusahaan dapat melakukan sinergi: dan mengembangkan po[a kemitraan di
bidang penelitian dan pengembangan dgngan perusahaan Ialn atau pihak lain

secara sehat untuk mempercepat terlaksan

R. PELAPORAN
1. Pelaporan secara umum : -
Sistem pelaporan harus didukung oleh sistern informasi yang handal sehingga

a.

b. Laporan: tahunan tersebut ditandatangani
-anggota’ Dewan Komisaris dan -apabila
‘alasannya secara tertulis; '

c. RUPS memberikan keputusan dan penges

d.

. Format laporan harus mengikuti stan

. Laporan Tahunan
a. Dewan Komisaris mengevaluasi laporan t

Bnya’ proses.pencqptaaq nilai tambah.

menghasilkan laporan yang berkualltas yaitu. mudah dipahami,; relevan, akurat,

Laporan harus ditetbitkan tepat waktu dan menyajikan mformaSI yang relevan,

tepat waktu, layak audit (auditable), dan: be}anggung gugat (accountabfe)

akurat dan dapat diandalkan sebagai da
balik;

memperhatikan tingkatan dan struktur orga

disampaikan kepada RUPS;

Laporan tahunan sekurang-kurangnya met

ar pengambllan keputusan dan umpan
ar yang sudah dltentukan dengan
hisasi.

hhunan yang disiapkahi Direksi sebelum

bleh semua anggota E_fjreksi dan semua
tidak. ditandatangai harus disebutkan

hhan atas laporan tahunan
uat

1) Uraian mengenai profil Perusahaan terl
2) Perhitungan tahunan yang terdiri: at;
konsolidasi serta penjelasan atas doku
3} Informasi mengenai kKeadaan dan jala
dicapai, manajemen risiko dan pelaksan
4) Kegiatan utama Perfusahaan dan perub
5) Rincian masalah yang timbul selama t
Perusahaan termasuk kasus litigasi yan

asuk visi dan misi Perusahaan

s neraca .dan perhit_ungan laba rugi
en tersebut;

nya Perusahaan serta hasil yang telah
an tanggung jawab sosrai Perusahaan;
hannya selama tahun buku

hun buku yang mempengaruhl kegiatan
y belum selesai; .

6) Uraian mengenai keanggotaan Direksi dan keanggotaan Dewan Komisaris

~termasuk pekerjaan Dewan Komisaris d
7) Gaii, fasilitas dan/atau tunjangan lain &

luar Perusahaan;
agi. anggota Direksi dan honor, fasilitas

dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris;

8) Jumiah rapat Dewan Komisaris/ Direksi}
anggota Dewan Komisaris/Direksi;
9) Hal-hal yang berhubungan dengan

Sekretaris Perusahaan dan Internal Aud
10) Sistern pemberian honorarium untuk A

serta jumlah kehadn‘an masmg masing

kegiatan Kamite D}_ewan Komisaris,
it; _
uditor Eksternal;
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3. Pelaporan Lainnya
a.

e,

'S. KETERBUKAAN DAN PENGUNGKAPAN
1. Kebijakan Umum
a.

2. Media dan Pola Komunikasi
a.

GOVERNANCE | HALAMAN 147 dari 56

11} Benturan kepentingan yang mUngEﬁin‘-' akan terjadi danfata;fu yang sedang
berlangsung; |

12). Pelaksanaan praktik-praktik Good Corporate Governance (GCG).

Dewan Komisaris melaporkan kepada Pemegang Saham dengan segera tentang
terjadinya gejala menurunnya kinerja Pe_rucahaan secara S|gmf|kan

. Direksi membuat laporan manajemen secara berkala mengenai pencapaian target

kinerja, dan menyampaikannya kepada Defvan Komisaris-dan Pemegang Saham;
Laporan lain yang hatus dibefikan Direksi kepada Dewan Komlsarls

. Laporan kepada pihak ketiga baik instansi Pemerintah maupun lembaga lain

hanya dapat diberikan oleh Direksi dai uRsur pimpinan yang diberikan wewenang
di daerah (untuk tingkat unit) untuk hal-hal yang bersifat rutin operas:onal
Pelaporan pada hakekatnya dilaksanakan secara berjenjang. :

Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang: berkaltan dengan
kegiatan Perusahaan dari Direksi dan/ataulDewan Komisaris; :

Dewan Komisaris berhak memperoleh akses. atas informasi njén_genai kegiatan
Perusahaan secara tepat wakiu, Iengkap, dan sesuai denga'h ‘prosedur yarig
berlaku;
Dewan Komisaris .dan Direksi memastikan bahwa baik Audltor Eksternal dan
Internal Audit memiliki akses terhadap informasi  mengenai Perusahaan yang
diperlukan unituk melaksanakan tugasnya,

. Perusahaan memberikan informasi kepada instansi F’emenntah terkait Sesuai

dengan peraturan perundang- undangan ygng berlaku;

: Perusahaan memberikdn informasi yang gelevan. dan materil kepada stakeholders

terkait metalui media Laporan Tahunan; wébsite dan media Iamnyg

Media komunikasi merupakan sarana. korr unikasi baik satu arah maupun dua arah
yang sangat diperlukan -untuk menglnfc:rmasikan hal-hal. yaﬁg terkait dengan
kegiatan Perusahaan;
Komunikasi yang dibangun antara atasan dan bawahan di  lingkurigani
Perusahaan adalah komunikasi dua arah dari atas ke bawah dan sebahknya

Sélain melakukan komunikasi dalam: rapat, Dewan Kornisaris harus membina
komunikasi non formal ‘seperti maifing [list, coffee morning, gathering dengan
Pemegang Saham dan Direksi untuk 'membahas berbagai masaléh Perusahaan;
Sekretaris Perseroan membangun komunikasi yang efektif antara Perusahaan

dengan Pemegang Sahar dan stakeholdars lainnyal.
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3. Kerahasiaan Informasi :
Kebijakan di bidang kerahasiaan informagi Perusahaan dlsusun uniuk menjamin
keamanan atas informasi yang dikategorikgn rahasia; 3

a.

T. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
1. Kebijakan Umum

a. Perusahaan mewujudkan kepedullan SC

2. Tujuan dari kepedulian sosial Perusahaan
a.

mendukung pengembangan usaha dan:pe

Dewan Komisaris, Direksi,
kerahasiaan informasi sesuai dengan péra

‘undangan yang berlaku dan Kode Etik, s&

pelanggaran yang dilakukan;

Penyampaian informasi berkategori rahasu

khusus oleh Dewan Komisaris/Direksi;

+ 48 dari 56

i

Auditor Eki:ernal dan seluruh Pekerja menjaga

ran Perusahaan, ketentuan perundang-
rta mereka dapat dlkenakan sanksi untuk

hanya d_apat...diberikah melalui otoritas

Kecuali ditetapkan [ain, Sekretaris Péru ahaan mempunyai kewenangan untuk
memberikan informasi kepada publik, pengungkapan informasi _r_ar__;a8|a hanya dapat

_dilakukan setelah mendapatkan ijin daripej

bat yang berwenang. -

sial dan member'lkaﬁi konfribusi bagi

pengembangan. dan pemberdayaan masyarakat terutama di sekltar pusat kegiatan

operasi-dan penunjangnya,

Tanggung jawab sosial p_erusahaanf

merupakan bagian dari visi Perusahaan

stakeholders dalam rangka tert;lptanya
bersama;
Perusahaah mempunyai kewajiban dr_;m

moral serta etika untuk menghormati ker

co_fpor_ate social _resgons:b.rhty {CSR)
untuk memberikan nilai tambah bagi
sinergi yang baik, maju dan tumbuh

fanggung jawab seca_f;a hukum,. sosial,
entingan masyarakat sekitar mengingat.

keberhasilan Perusahaai tidak dapat i—dlIJpaskan dari hubungan yang harmonis,

dinamis,-serta saling menguntungkan den

an masyarakat. sekntar

Mempertahankan dan memngkatkan hubungan yang harmonis air:'ltara Perusahaan

dengan masyarakat ‘sekitar sehmgga

Memberikan kontribusi yang menyentuh

membantu mengatasi atau mengurangl pé

lingktingan Perusahaan;

. Menhumbuhkan citra (image) yang p051t|1

sekitar dan stakeholders lainnya;
lkut menciptakan kondisi sosial yang:ba
masyarakat yang partisipasif dan mandiri;

ercipta  kondisi yang: kondusif datam
tumbuhian Perusahaan;

kefidupan masyarakat sehingga dapat
rmasalahan sosial yang terjadi di sekitar

bagi Perusahaan di j_rnaia masyarakat

k 'sehingga: dapat méhumbuhkan sikap

Mewujudkan penerapan prinsip responsibiitas.
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3. Program Tanggung Jawab Sosial/- Corpora
a.

U. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN L
1. Kebijakan Umum
a.

&. Setiap pengambilan keputusan selalu men

. Perusahaan ikut serta dalam memelihara

. Perusahaan memelihara dan mengemban

- Budaya kepedulian terhadap K3LL drso

. Keselamatan Kerja

Perencanaan program CSR harus dibuat §
masyarakat sekitar-dengan mempertimban
Pelaksanaan program ‘CSR  dilaksan

memperhatikan sosial budaya ‘masyargkat setempat,

kepentingan operasional Perusahaan; °
dan Kondusif di tingkungan lokasi usaha‘é_Pe

pembinaan dan sosialisasi secara terus<me
Perusahaan ‘memiliki suatu ukuran untik
CSR; :
Perusahaan melakukan evaluasi yang be
yang telah dilakukan untuk meningkatkan
dengan masyarakat sekitar.

e Social Responsibility (CSR)

gesuai dengan rencana kebutuhan nyata.
jkain kemampuan Perusahaan

bkan  bersama mas__ya_r_akat dengan
kbndisfi' geografis dan

xondisi sosial yang tenang, aman, -stabil,
rusahaan; :
gkan hubungan baik dengan melakukan
nerus; :
memlal efektivitas pelaksanaan program

rkeslnambungan atas ;__:Iprogram-program
hubungan baik yang lebih. bérkualitas

NDUNGAN LI_N_GKUNESAN {(K3LL)

Perusahaan menerapkan aspek K3LL dal
untuk mencegah atau mengurangi ter}adm
kebakaran, penyakit akibat kerja, dan pen

. Pertisahaan menerapkan kebijakan di'bi

Mandjemen Keselamatan, Kesehatan Kerj

Perusahaan. mempunyai komitmen uhtuk

potensi dampak negatif dari dlabalkanny
budaya K3LL secara konsisten dan berkes

seluruh pekerja dan mitra kerja;

m setiap keglatannya secara konsisten

a insiden (kecelakaan Kerja, peledakan,

maran lingkungan};.

ang K3LL, termasuk: penerapan -Sistem
dan Lindungan ngkungan (SMK3LL);
berupaya menekan: sekecil rmungkin
-aspek-aspek K3LL melaluu penerapan

nambungan; E

jalisasikari dan dumplementamkan oleh

pertimbangkan aspek 53LL;

Perusahaan mengalokasikan sumber daya dan dana yan’gfﬁ: mémadai untuk

mendiukung pelaksanaan program K3LL

Perusahaan melakukan pembinaan terhddap pekerja dan mltra kerja di bidang.

penanganan K3LL;

Untuk menmptakan keselamatan kerja, Perusahaan

a.

b.

Mertaati setiap. peraturan perundang
keselamatan kerja;’

Menyediakan dan menjamin dsgunakanr
yang sesuai dengan standar keselamatan

undangan dan/atau ; standar tentang

ya -semua _per’le'ngkapan keselamatan

ketja Perusahaan di bidang energi;
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c. Melakukan penyesuaian dan perbakpn yang terus rne;fnerus terhadap
“perkembangan teknologi keselamatan kerja; ' _

d. Mengutamakan tindakan yang befsiftt promotif dan preventif untuk
mengantisipasi situasi keadaan darurat (emergency respons plan);

e. Melakukan penanggulangan atas kejadian| kecelakaan, peledakan, dan kebakaran
vang ierjadi sesuai dengan standar dan ‘prdsedur yang berlaku; '\

f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap insiden termasuk near miss dan
kecelakaan yang terjadi dalam rangka mengari fakia dan mengwlentn" ikasi penyebab
kecelakaan untuk mencegah terjadinya kedelakaan yang sama: j'

g Membuat laporan atas setiap insiden da kecelakaan kerja yang terjadi kepada
pimpinan unit masing-masing dan instangi berwenang terkait dalam batas waktu

yang diténfukan;. '

h. Melakukan pemerlksaan inspeksi, dan eyaluasi ‘secara 'berkala"‘ terhadap semua
sarana ‘termasuk sumber daya, pera[atan dan ‘sistem detek5| untuk. mencapai
kesiapan yang optimal; P

i. Melakukan pelatihan penanggulangan keacdaan darurat secara. berkala

j. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen K3LL dan
merningkatkan kompetensi yang d'iperlukan pekerja termasuk mltrq kerja.

3. Kesehatan Kerja

Untuk mewujudkan kesehatan lingkungan kerja yang tinggi, Perusahaan meningkatkan

2 (dua) aspek yang saling berinteraksi secara sinergi, yaitu. aspek kesehatan pekerja-

dan aspek kondisi lingkungan kerja.

d.

e

. Lindungan Lingkungan i
Perusahaan memperhatlkan aspek’ kelestanan lingkungan di setlap lokaS| usaha dan
lingkungan sekitar Perusahaan dengan cara-:

a.
b.
C:

-sarana;

Menjaga kelestarian lingkungan;
Mentaati peraturan perundang-undangan d
Mernyediakan dan. menjamin semusg : pe
lingkurigan;

Melakukan tindakan yang bersifat prom
keadaan darurat;

Melakukan periyelidikan dan penyldlkan
terjadi; .
Membuat [aporan atas setiap pencemaran
Melakukan pemeriksaan, inspeksi dah e

Melakukan pelatihan penanggulangan pen

an standar pe_ngelolaa{j. lingkungan;-
rlengkapan dan 'peral:jatan pengelolaan

Melakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus menerus,

ptif dan preventlf unmk mengantisipasi
terhadap pe_ncemaran;; lingkungan yang

lingkungan yang terj_adi;'
Ja[uasi secara berkala terhadap semua

cemaran lingkunigan,
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5. Pengukuran

V. PENGELOLAAN ASET
1. Kebijakan Umum

a. Perusahaan memiliki suatu tolok ukur kebe
pada standar yang berlaku; -

b. Perusahaan memasukkan keberhasﬂan
penilaian kinerja.(UKT) Unit atau Fungsi,

Pengelolaan aset dilakukan berdasarkan Pr

lOMOR : oozzp__Lufoo-m 0/A/2019
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HALAMAN 81 dari 5__6

i

rhasilan penerapan K3LL yang merngacu

pelaksanaan K3LL -éebagai indikator

i

nS|p pemanfaatan. tertlnggl dan terbaik:

(optimalisasi) atas setiap aset Perusahaan: (hfqhesr and best uses):

. Tujuan pengelolaan aset

a. Pengelolaan aset harus ditujukan untuk

dan stakeholders secara optimal, yaitu unt

1) Menjaga memelihara.dan memngkatkal

2) Memperoleh keuntungari;

3) Meningkatkan return on asset (ROA)

Tujuan pengelolaan data atau sistem inforn

1) Menyajikan informasi yang akurat dan
fisik, nilai, legal, pajak, asuransi maupur
penyusunan strategi pemanfaatan aset

2y Memberikan kemudahan bagi proses p
pemanfaatan dan optlmahsasa aset;

3) Merencanakan pola optimalisasi aset

maupun pemanfaatannya. secara optlmal

. Penanggung Jawab

mberikan keuntungan pada Perusahaan
k :
Y hilai;

nasi aset adalah untuk :
tertib tentang kondisi aset, baik aspek
atrlbut aset lainnya sebagal dasar untuk:
secara optimal; :
engambilan keputusan khususnya dalam:

baik untuk mendukung kegiatan usaha

‘a. Direksi menetapkan kebijakan umuni dan peraturan mengenai ; pengelolaan aset

yang berlaku standar di seluruh perusahaa
b. Pengelolaan dan perawatan merupakan ta
pemilik aset.

. Pemanfaatan :
a. Direksi harus menetepkan kebijakan yang
b. Aset yang berupa sarana dan fasilitas pery

n'.

1

nggung jawab dari magng-masung fungsi

mengatur mekanisme éengg_un:aan aset;
sahaan dapat d:manfaétkan atau dikelola

pihak lain dengan pertimbangan komersil tanpa menggangu kelancaran ‘tugas

pokok,

. Pemeliharaan dan Pengamanan
Merupakan tanggung jawab masing-masing

fungsi pemilik aset. K;tentu_an terhadap

pemeliharaan dan penghapusan aset sekurang-kuruangnya meliputi
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a. Perencanaan pemeliharaan aset secara; tenadwal
b.

—h

6. Penyelesaian permasalahan
a.

b.

7. Pelepasan / Penghapusan
A.-

8. Administrasi dan Pengendalian.

a.

b.

c.

Perlindungan -aset melalui asuransi hanya

.atas fisik aset perusahaan.

Pelaksanaan rencana pemeliharaan disusyn secara profesional, dldokumenta9|kan
dengan baik dan di_laksanakan secara k@nssien i
Memiliki rencana kerja dan mekahi%sm pemeliharaan aset untuk mienjaga
keamanan, kehandalan dan ketertiban _a_;_dr}nlsirasu aset; ’

Péngamanan mieliputi selurub ‘aset-asef perusahaan baik pengamanan fisik
maupun non fisik terhadap aset strategis dan nilai ekonomis tinggi;;

Melakukan tindakan perlindungan terhadap) seluruh aset yang d:mlllkl
diperuntukkan bagi aset yang berisiko

tinggi;
Penetapan mekanisme untuk mengatur keyvenangan dan tmgkat kemudahan akses

Terhadap aset Perusahaan yang menjadi pengketa dengan pihak lain diselesaikan
dengan transparan, fairess dan mengutarpakan kepentingan Perﬁsahaan

Bila dipandang. periu, Perusahaan dapat x]\enggunakan bantuan hukumr‘pengacara
profesional untuk memefiuhi prosedur huk m dalam penyeiesalan sengketa asef.

Penanggung jawab (fungsi pemilik aset) atau pejabat yang ditunjuk secara bérkala
melakukan analisis atas manfaat ekonomis aset berdasarkan kondisi fisik,
perkembangan teknolog: maupun perkem angan bisnis F’erusahaan

Pelepasan/penghapusan aset ditakukan t hadap aset yang rusak kadaluarsa atau

tidak dapat dimanfaatkan dengan melampitkarn: dokumen pendukung
Pelepasan/penjualan aset tetap harus ¢ilaksanakan dengan tata cara, harga
penawaran dan perjanjian dengan men gunakan syarat—syarat serta ketentuan
yang berlaku dengan mengacu pada pnnsup prinsip Good Corporate Govemance
(GCG)- :

Setiap aset yang dimiliki oleh perusahaam didukung dengan dokumen legal yang.
menunjukkan kepemilikan sah;
Dalam hal aset'yang tidak mempunyal dgkumen pendukung, harus ditelusuri asal
usulnya agar dibuat berita acara yang m slibatkan fungsi-fungsi terka[t seperti BSD
(qe: Legal) untuk memproses. dokumen ledalitas yang diperlukan;:

Legal bertanggung jawab untuk memastikan tingkat keabsahan dafi dokumen

kepemilikan atas aset perusahaan s
bertanggung jawab terhadap pengelolaan

dangkan  Fungsi Adm & Keuangan
arsip dokumen’ tersebut
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d. Sistern administrast aset yang meliputl penerimaan, mutasi, fpen‘u'runan nilai,
pengakuan, pencatatan, pengkodean, ‘pepghapusan dan pelepasan aset masih
dilaksanakan-secara manual dan berbasus feknologi informasi.

9. Pelaporan

a. Kegidtan memberitahukan informasi terkan

‘dan/atau pengurangan aset; .

b. Pelaporan dilakukan sétiap tahun berjaian Keglatan ini dllakukan oleh Asset
Management bersama dengan Pénanggung jawab dan Sub- FunQS| Controller.

aset- yang sudah terdéﬁar ‘penambahan

W.PENGELOLAAN DOKUMEN/ARSIP' PERUSAHAAN
1. Kehijakan Umum
Pengelolaan dokumen/arsip Perusahaan dilandasi dengan prinsip ﬁenyimpanan dan
pemeliharaan dokumen yang paling efektlf atas dasar nilai guna. dan lamanya usia
simpan suatu dokumen; : :

Tujuan Pengelolaan'Dokumen/Arsip Perusahaan i

a. Menyajikan informasi/data yang benar, cepat, tepat dan akurat melalul administrasi
yang tertib dan terencana serta dapat dipeftanggungjawabkan;

b. Memberi kemudahan dalam proses pe gambilan keputusan bag[ manajemen
Perusahaan; :

¢. Teriatanya dokumen/arsip Perusahaan demgan batk; rapi dan teratur

.. Penanggurig jawab
Pengelolaan dokumen/arsip Perusahaan me

upakan tanggung jawz_‘;b fungsi pencipta
dokumen. i

. Pemellharaan dan Pengamanan’ dokumenf rsip Perusahaan _

. Pelaksanaan pemeliharaan dokumeniars ) yang bernilai guna aktlf dan dinamis
dilaksanakan dengan baik oleh fungsi pen ipta dokumen;

Tiap fungsi di- lingkungan Perusahaah memiliki rencana dan mekanisme

pemeliharaan dokurnen/arsip untuk r’neh‘ja ja keamanan dan: ketemban administrasi

Perusahaan; :

Pengamanan dokumen/arsip meliputi se]uruh dokumen/arsip. Perusahaan dengan

prioritas pengamanan fisik- terhadap dok
yaitu arsip vital, penting dan rahasia; '
. Perusahaan melakukan tindakan perllnd
Perusahaan yang dimiliki dengan mempe
nilai risiko. :

imen/arsip yang- sufatnya lebih strategis

ungan terhadap selur___Lj_lh dokumen/arsip
riimbangkan aspek cost and benefit dan
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5, Penyusutan dar Pemusnahan Dokumen; Ar ip Perusahaan
a. Dokumen/arsip ‘perusahaan -disimpan me rut_nilai guna dan u31a simpan sesuai
dengan ketentuan yang belakuy; :
b. Perusahaan menibuat kebijakan mengena dokum_en_‘!arSip'per_uss;haan- yang dapat
disusutkan dan dimusnahkan; :
¢. Pejabat, pekerja dan fungst: di lmgkungan rerusahaan harus menﬁadakan penilaian
kembali secara berkala/periodik terhadap| dokumen/arsip yang fada' dilingkungan
kerjanya. ' S

6. Penyaluran Dokumen/arsip in-aktif
a, Fungsi pencipta dokumen atau. pejabatipekerja vang ditunjuk -secara berkala
melakukan analisis nilai guna dan usia. SImpan dokumen yang ada dl fungsi masing-
masing; :

b. Direksi menetapkan tempat. untuk menylmpan dokumen/arsip perusahaan
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A. KEBIJAKAN UMUM
1. Pengelolaan Stakeholders

B. HAK DAN PARTISIPASE STAKEHOLDERS
1. Timbuinya Hak Stakeholders

BAB I\
PENGELOLAAN HUBUNGAN D

[ i
ENGAN STAKEHOLDERS

Pengelolaan sfakeholders diarahkan pada Kepentingan bisnis perusahaan dengan

mempethatikan tanggung jawab sosial perusa

naan, keselamatan dan kesehatan kerja,

dan lingkungan seria memperhatikan skala prioritas dan saling menghargal (mutual

respect) sehingga tercapai keseimbangan dan
a. Dimensi bisnis yang berorientasi pada
kepuasan pelanggan; '
. Dimensi sosial yang menyangkut aspek
perusahaan, kondisi kesehatan dan kesel
-aspek sosial kemasyarakatan; :
Dimensi lingkungan yang: mengarahkan p
kelestarian dan keseimbangan lingkungar,
usaha.

. Penigélolaan Stakeholders Sesuai Good C

keharimonisan. antara:
penciptaan nilai (vahge creation} dan

It’ika- usaha dan tanggiLjng jawab sosial

matan serta -kesejahté‘raan pekerja dan

arusahaan untuk memperhatlkan aspek
hldup di sekitar unit: operasulapangan

porate Governarce |

r
Pengelolaan stakeholders didasarkan pri\stp -prinsip  GCG, yaltu transparansi,

akuntabilitas, responmb:lltas kemandlrlan dan}

Hak: Stakehoiders dapat timbul secara h
perundang-undangan, perjanjian/kontrak, at
jawab sosial perusahaan yang tidak bertent
peraturan perundang-undangan yang berlaku

. Penghormatan Terhadap Hak' Stakeholders g
bn dipenthi oleh perusahaan antara lain

Hak-hak Stakeholders dihormati, dilindungi d
melalui pemberian informasi yang relevan dz

kewajaran.

ikum  karena pemberlakuan peraturan

"

karena nilai etika/maral dan: tanggung
gan dengan kebuaka[) perusahaan dan

n. pehting secara transparan akurai dan

tepat-waktu dan melalui mekanisme komumkasn yang sehat dan. beretlka




g} PATRA LOGISTIK

PEDOMAN
FUNGSI : BSD — DIREKTORAT UTAMA NOMOR - 002/PL000-010/A/2019
REVISIKE  : 0
JUDUL : TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG
BAIK / CODE OF CORPORATE HERLAKU TMT : 30 DEC 2019
GOVERNANCE HALAMAN  : 56 dari 56
BAGIAN V
PENUTUP

. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Kelol

. Code of Corporate Govermnance ini disusun dengan memperhatikan antara lain Undang-

Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perserogn Terbatas, Peraturan Menteri BUMN
Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Dasar Perusahaan

dan Peraturan-Peraturan lainnya;

_ Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) digunakan sebagai acuan utama

dalam tata kelola perusahaan oleh Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris, Direksi

dan Pekerja;

Etika Usaha dan Tata Perilaku yang mengatur hubungan Perusahaan dengan

stakeholders serta tata perilaku insan Patra Logistik diatur di dalam Code of Conduct,

. Laporan pemantauan efektivitas penerapan Tata
Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham;
_ Tata Kelola Perusahaan ditelaah dan dimutak

dengan kebutuhan perusahaan serta perubahan

. Permintaan perubahan Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris atau Direksi;

. Setiap perubahan atas Tata Kelola Perusa

Kelola Perusahaan disampaikan kepada

irkan secara berkala untuk disesuaikan
ingkungan usaha;
dapat dilakukan oleh Pemegang Saham,

aan dilakukan setelah mendapatkan

persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris dan di ampaikan kepada Pemegang Saham;

Komisaris dan Direksi;

ketentuan dan peraturan perundang-undangan y

Tata Kelola Perusahaan ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Dewan

Perusahaan ini tetap mengacu pada
ang berlaku.

Disiapkan Oleh:

Disetujui oleh:

VP BSD Direktur Pemasa
(sebagai penanggu gjawab Operasi
dan pengendali STK)
C 7

lka Yuliana

ran &

[ /4&@/4?\4/

Dodi Hasbi Rosyadi

Direktur Utama

bl

4 P

Bimo Wicaksono

Tgl.: 30 DEC 2019

Tgl.: 30 DEC 2019

Tgl.: 30 DEC 2019




